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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Sehubungan dengan Libur Nasional Kenaikan Yesus Kristus, 
maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 

Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada Hari Kamis,
14 MEI 2026. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali

pada edisi Jumat, 15 MEI 2026. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terimakasih.

Redaksi Sulteng Raya

PENGUMUMAN

Tingkatkan 
Pendidikan Melalui 

Transformasi Digital

PLTS Kawasan IMIP Bakal 
Bangun Kapasitas 200 MWp

Finalisasi 
Ranperda Jalan 

Khusus Tambang 
dan Perkebunan

Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, 
Bupati Parmout Digugat Lewat Somasi

Baca TINGKATKAN Hal. 7

Baca PENGPROV PBSI Hal. 7

Baca PLTS Hal. 7

Baca DPRD SULTENG Hal. 7

Baca PROYEK Hal. 7

Baca WAGUB Hal. 7

Pengprov PBSI Sulteng Periode 2025-2029 Resmi Dilantik 

Wagub Sulteng Buka Isbat Nikah,
62 Pasangan Kini Miliki Legalitas 

SULTENG RAYA – Wakil Gubernur Su-
lawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mem-

buka kegiatan Isbat Nikah dan Khitanan 
Massal yang diselenggarakan oleh Badan 

Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 
Tengah di Gedung Pogombo Palu, Selasa 

(12/5/2026).

PEMKAB DONGGALA

KEMBANGKAN TEKNOLOGI HIJAU DPRD SULTENG

Kegiatan tersebut me-
rupakan kolaborasi antara 
Baznas Provinsi Sulawesi 
Tengah bersama Pengadilan 
Agama Kota Palu, Kemen-
terian Sosial, serta Dinas 
Kependudukan dan Penca-
tatan Sipil Provinsi Sulawesi 
Tengah dan Kota Palu.

Dalam sambutannya, Wa-
kil Gubernur menyampai-
kan bahwa kegiatan Isbat 
Nikah dan Khitanan Massal 
memiliki makna yang sangat 
besar bagi masyarakat, khu-
susnya dalam memberikan 
perlindungan hukum bagi 
keluarga.

“Isbat Nikah bukan ha-
nya persoalan administrasi, 
tetapi juga menyangkut 

perlindungan hukum bagi 
keluarga, kepastian sta-
tus anak, serta penguatan 
ketahanan rumah tangga. 
Dengan adanya legalitas 
pernikahan, maka hak-hak 
keluarga dapat terlindungi 
secara baik oleh negara,” 
tegas Wagub.

Ia juga menegaskan bah-
wa masih banyak masya-
rakat yang telah menikah 
secara agama, namun belum 
tercatat secara hukum nega-
ra sehingga mengalami ke-
sulitan dalam memperoleh 
berbagai hak administrasi 
dan layanan sosial.

“Oleh karena itu saya 
sangat mengapresiasi pe-
laksanaan kegiatan ini, se-

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, membuka kegiatan Isbat Nikah dan Khitanan Massal yang diselenggarakan oleh Badan 
Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo Palu, Selasa (12/5/2026). FOTO: IST

hingga masyarakat yang 
belum memiliki buku nikah 
dapat memperoleh legalitas 
resmi dan hak-haknya bisa 
terpenuhi dengan baik,” 
katanya.

Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah berkomitmen 
membangun daerah tidak 
hanya dari sisi infrastruktur 
dan ekonomi, tetapi juga 
pembangunan mental, spiri-
tual, dan sosial masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wa-
gub juga memperkenalkan 
layanan pengaduan masyara-
kat melalui Command Center 
“Berani Samporoa” yang 
diinisiasi Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan bah-
wa masyarakat kini dapat 
menyampaikan keluhan 
maupun aspirasi secara 
langsung melalui layanan 
WhatsApp di nomor 0811-
666-2222 sebagai bentuk 
keterbukaan pemerintah 
kepada masyarakat.

GEDUNG perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa. 
FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Riak 
persoalan proyek pemban-
gunan Gedung Layanan Per-
pustakaan Kabupaten Parigi 
Moutong akhirnya pecah ke 
ruang hukum. Proyek yang 
dibiayai melalui Dana Alo-
kasi Khusus (DAK) Tahun 
2025 itu kini menyeret nama 
Bupati Parigi Moutong ber-
sama sejumlah pejabat dae-
rah setelah dilayangkan 
somasi oleh kuasa hukum 
penyedia jasa.

Somasi tersebut dikirim 
Kantor Hukum Dr. Osgar 
Sahim Matompo, SH, MH, 

CLA & Rekan pada 6 Mei 
2026 di Palu. Tak hanya 
ditujukan kepada Bupati, 
surat itu juga dialamatkan 
kepada Kepala Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan, 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK), hingga Inspektorat 
Kabupaten Parigi Moutong.

Di balik somasi itu, tersim-
pan sengketa yang disebut 
berkaitan dengan dugaan 
wanprestasi, indikasi pen-
yalahgunaan kewenangan, 
hingga perbuatan melawan 

USAI DILANTIK, Pengprov PBSI Sulteng foto bersama dengan Ketua Umum,  PP PBSI M. Fadil Imran di Ruang 
Serba Guna Pelatnas Cipayung, Selasa (12/5/2026). FOTO: HUMAS PBSI SULTENG

SULTENG RAYA – Pen-
gurus Provinsi Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indone-
sia (PBSI) Sulawesi Tengah 
masa bakti 2025-2029 dilan-
tik oleh Pengurus Pusat PBSI 
bersama 12 Pengprov lain-
nya, Selasa (12/5/2026) di 
Ruang Serba Guna Pelatnas 
Cipayung, Jakarta Timur.

Jajaran Pengprov PBSI 
Sulawesi Tengah yang di-
lantik yakni Ketua Umum 
Ir Gufran Ahmad, Sekretaris 
Umum Saiful Pangesa, Ben-
dahara Umum Ricky Tjui, 
Wakil Ketua Umum Devin 
Lahardi dan H Anton.

Pelant ikan dipimpin 

langsung Ketua Umum PP 
PBSI M. Fadil Imran dan 
diikuti 13 Pengprov PBSI 
yang telah melaksanakan 
Musprov, yakni Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Tengah, Goronta-
lo, Bengkulu, Kalimantan 
Timur, Papua Pegunungan, 
Papua, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kali-
mantan Utara, Banten, dan 
Sumatera Utara.

Setelah pelantikan Peng-
prov PBSI Sulteng juga me-
lakukan pertemuan dengan 
Sigit Budiarto dari pihak 

BUPATI Donggala Vera Elena Laruni (tengah) dalam melaku-
kan penandatanganan kerja sama dengan Google Indonesia 
untuk transformasi pembelajaran digital di Donggala, Selasa 
(12/5/2026). FOTO: ANTARA/HO-DISDIKPORA DONGGALA

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah mendorong 
peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu 
melalui transformasi digital.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
(Disdikpora) Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi 
mengatakan pentingnya penggunaan fitur pembela-
jaran seperti Google for Education untuk akselerasi 
pendidikan bermutu di Donggala.

AKTIVITAS di sekitar PLTS kawasan IMIP. FOTO: IST

SULTENG RAYA  — 
Dalam mendukung pro-
gram Pemerintah Indonesia 
untuk mencapai Net Zero 
Emission (NZE) pada 2060 
atau lebih cepat melalui 
berbagai program strategis, 
terutama transisi energi 
fosil ke energi terbarukan 
(EBT), perusahaan-perusa-
haan yang berada dalam 
kawasan Indonesia Moro-
wali Industrial Park (IMIP) 
terus menerapkan prinsip 

KOMISI III DPRD Sulteng menggodok ranperda penyeleng-
garaan penggunaan jalan khusus untuk hasil pertambangan 
dan hasil perkebunan. FOTO: HUMAS DPRD SULTENG

SULTENG RAYA — Komisi III DPRD Sulteng 
yang ditugaskan menggodok Rancangan Peratu-
ran Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan 
Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk 
Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil 
Perkebunan seolah tak mengenal jeda.

Baru saja kembali dari agenda studi kompara-
tif di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat sore 
(8/5/2026), jajaran Komisi III langsung kembali 
“ngegas” membahas regulasi yang dinilai men-
desak demi melindungi kepentingan masyarakat 
dan infrastruktur daerah.

Di bawah komando Ketua Komisi III DPRD Sul-
teng, Dandy Adhi Prabowo, pembahasan Ranperda 
tersebut bergerak cepat dan intensif. Bahkan, tanpa 
menunggu hari kerja, rapat lanjutan kembali digelar 
pada Minggu siang (10/5/2026) .
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SULTENG RAYA – Dua 
orang pencuri yang berniat 
menggasak tabung gas elpiji 
3 kilogram, gagal melan-
carkan aksinya setelah di-
pergoki pemilik rumah dan 
warga. Percobaan pencurian 
itu terjadi di Jalan L. Gadi, 
Kelurahan Mamboro, Keca-
matan Palu Utara, Kota Palu, 
Selasa (12/5/2026) siang. 
Dua pelaku berhasil kabur, 
namun sepeda motor yang 
mereka gunakan tertinggal 
dan dibakar warga setempat. 

Kapolsek Tawaeli Iptu 
Zulham Abdillah mengata-

kan, peristiwa itu terjadi 
sekitar pukul 11.30 Wita di 
rumah milik Rony Tohari 
(60). “Pelaku berjumlah dua 
orang. Salah satu pelaku 
masuk ke dapur rumah kor-
ban dan mengambil empat 
tabung gas elpiji ukuran 3 
kilogram,” ujar Zulham. 

Saat beraksi, keduanya 
dipergoki anak pemilik ru-
mah bernama Lucky, yang 
saat itu berada di dalam 
rumah. Lucky kemudian 
merekam aksi pelaku dan 
menghubungi ayahnya yang 
sedang berada tidak jauh 

dari lokasi kejadian. Saat 
korban tiba di rumah, satu 
pelaku sudah berada di 
atas sepeda motor sambil 
memuat empat tabung gas, 
sedangkan rekannya masih 
berada di halaman rumah 
untuk mengambil tabung 
lainnya.

Korban lalu berteriak sam-
bil melempari pelaku meng-
gunakan batu. Kedua pelaku 
panik dan melarikan diri 
ke arah semak belukar di 
samping gudang di Jalan L. 
Gadi. Saat kabur keduanya 
meninggalkan sepeda motor 

jenis Yamaha, warga yang 
geram kemudian membakar 
sepeda motor tersebut. 

Setelah menerima lapo-
ran, personel piket SPKT 
dan piket fungsi Polsek 
Tawaeli tiba di lokasi untuk 
melakukan pengamanan 
dan mengamankan barang 
bukti sepeda motor dalam 
kondisi hangus terbakar.

“Kami masih melakukan 
penyelidikan untuk men-
gidentifikasi dan memburu 
kedua pelaku yang melari-
kan diri usai kejadian terse-
but,”kata Zulham. AMR

PERSONEL Polsek Tawaeli, saat melakukan olah TKP pembakaran sepeda motor milik dua pencuri yang berhasil melarikan diri di 
Jalan L.Gadi, Kelurahan Mamboro, Selasa (12/5/2026). FOTO: POLSEK TAWAELI

SULTENG RAYA - Wartawan 
media Global Sulteng, Rian Afdhal 
Hidayat, resmi melaporkan dugaan 
penghinaan yang dilakukan oleh 
drg. Herry Mulyadi ke Polresta 
Palu, Selasa (12/5/2026). Hal itu 
tertuang dalam nomor polisi, LP/
B/560/V/2026/SPKT/Polresta 
Palu/Polda Sulteng tertanggal 
12 Mei 2026. Saat melapor, Rian 
didampingi Komite Keselamatan 
Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tengah 
bersama sejumlah organisasi pers 
di Sulteng.

Laporan itu berkaitan dengan 
dugaan penghinaan yang diteri-
ma Rian saat menjalankan tugas 
jurnalistik melakukan konfirmasi 
terkait pedoman teknis pembagian 
jasa pelayanan tenaga kesehatan di 
RSUD Undata Palu.

Koordinator KKJ Sulteng, Moh 
Arief, menyatakan ucapan yang 
dilontarkan pejabat publik kepada 
jurnalis tersebut merupakan bentuk 
krisis etika di ruang publik dan 
tidak dapat dibenarkan. “Pejabat 
publik tidak boleh merendahkan 
jurnalis yang sedang menjalankan 
tugas. Jika tidak sepakat dengan 
pertanyaan, jawab dengan data, 
bukan dengan penghinaan. Etika 
pejabat tidak seperti itu,”ucap 
Arief.

Menurutnya, pernyataan berna-
da penghinaan terhadap jurnalis 
tidak hanya mencederai profesi 
pers, tetapi juga menunjukkan 
rendahnya standar komunikasi 
pejabat publik terhadap kerja-kerja 
jurnalistik.

Arief merujuk pada pernyataan 
mantan Direktur RSUD Undata, 
drg. Herry Mulyadi, yang disebut 
melontarkan kata “bodoh” kepada 
jurnalis saat dimintai konfirmasi. 
Saat ini drg. Herry diketahui men-
jabat sebagai Kepala Dinas Pen-
gendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (P2KB) Provinsi Sulteng.

KKJ Sulteng menilai tindakan 
tersebut mencerminkan arogansi 
kekuasaan dan kegagalan mema-
hami peran pers dalam demokra-
si. Jurnalis, kata Arief, bekerja 
untuk memenuhi hak publik atas 
informasi dan dilindungi oleh un-
dang-undang.

Selain itu, KKJ Sulteng juga 
menyoroti permintaan maaf yang 
hanya disampaikan melalui pesan 
whatsApp tetapi bukan ke jurnalis 
yang bersangkutan. Menurut Arief, 
langkah tersebut belum cukup mem-
perbaiki dampak yang ditimbulkan.

“Permintaan maaf secara priba-
di lewat whatsApp tidak cukup. 

Pernyataan penghinaan itu terjadi 
di ruang publik, maka klarifikasi 
dan permintaan maaf seharusnya 
juga disampaikan secara terbuka. 
Ini soal tanggung jawab moral dan 
etika,” ujarnya.

Insiden bermula usai pelantikan 
Direktur RSUD Undata, dr. Jumri-
ani, pada Senin (4/5/2026) sekitar 
pukul 15.00 WITA di Aula RSUD 
Undata Palu.

Saat itu, Rian yang hadir un-
tuk meliput kegiatan berupaya 
mengonfirmasi kepada drg. Herry 
Mulyadi terkait pedoman teknis 
pembagian jasa pelayanan tenaga 
kesehatan yang diterbitkan saat 
masih menjabat sebagai direktur 
RSUD Undata.

Awalnya percakapan berlangs-
ung normal. Namun drg. Herry di-
sebut menyarankan agar persoalan 
tersebut tidak lagi dipersoalkan 
dan diarahkan untuk ditanyakan 
kepada direktur baru maupun 
bagian keuangan.

Ketika Rian mencoba menggali 
informasi lebih lanjut, situasi be-
rubah. drg. Herry disebut mening-
gikan suara dan melontarkan kata 
tidak pantas.

“Dia bilang, ‘cari yang berkuali-
tas, jangan itu kau tanya, bodoh,” 
ujar Rian menirukan ucapan Herry.

Dalam percakapan tersebut juga 
muncul pernyataan bernada teka-
nan seperti “mau berteman atau 
mau cari masalah”.

Rian menjelaskan, upaya konfir-
masi dilakukan setelah sebelumnya 
beberapa kali mencoba mengatur 
jadwal wawancara sejak 28 April 
2026, namun belum berhasil. Ia 
mengaku sedang menindaklanjuti 
keluhan tenaga kesehatan terkait 
pembagian jasa pelayanan yang 
dinilai tidak sebanding dengan 
beban kerja.

KKJ Sulteng menilai peristiwa 
ini harus menjadi peringatan 
bagi seluruh pejabat publik 
di daerah agar menjaga etika 
komunikasi serta menghormati 
kemerdekaan pers. Diketahui 
KKJ Sulteng merupakan inisiatif 
masyarakat sipil dan organisasi 
profesi jurnalis yang secara ber-
sama-sama mengadvokasi kasus 
kekerasan, sengketa ketenaga-
kerjaan, serta memperjuangkan 
kemerdekaan pers di Sulawesi 
Tengah. Organisasi ini berang-
gotakan LPS-HAM Sulteng, 
LBH JATAM Sulteng, LBH APIK 
Sulteng, AJI Palu, PWI Sulteng, 
IJTI Sulteng, PFI Palu, dan AMSI 
Sulteng. AMR

Dugaan 
Penghinaan, 

Rian Polisikan 
drg Herry 

Gagal Gasak Gas, 
Motor Pencuri 
Dibakar Warga 

SULTENG RAYA – Jajaran Kepo-
lisian Resor (Polres) Tojo Una-una 
(Touna) bergerak serentak turun ke 
lapangan guna memastikan keber-
hasilan program ketahanan pangan 
nasional. Melalui polsek-polsek 
jajaran, kepolisian mengintensifkan 
pemantauan dan pengecekan lahan 
jagung milik warga yang terse-
bar di beberapa kecamatan sejak 
Senin (11/5/2026) hingga Selasa 
(12/5/2026).

Langkah nyata diawali personel 
Polsek Ampana Kota yang dipimpin 
Kanit Binmas Aiptu Beny Abubakar 
bersama tiga anggota lainnya. Me-
reka meninjau lahan jagung seluas 
2 hektare milik Anto di Kelurahan 
Uentanaga Atas, Kecamatan Ratu-
lindo.

Lahan yang ditanami sejak Januari 
2026 dengan bibit 30 kg ini diper-
siapkan sebagai lokasi percontohan 
panen serentak pada 18 Mei menda-
tang. Meski pertumbuhan tanaman 
sempat kurang maksimal akibat 
cuaca panas dengan estimasi hasil 
panen sekitar 3 ton petugas tetap 

memotivasi petani agar tidak patah 
semangat.

Pengecekan serupa juga berjalan 
di wilayah hukum Polsek Ampana 
Tete. Bhabinkamtibmas setempat 
mendatangi lahan milik Dahlan selu-
as setengah hektare di Desa Longge.

Tak berhenti di situ, pada Selasa 
pagi, Brigpol Agus Putra Andika 
juga memantau persiapan panen 
raya di lahan seluas 1 hektare milik 
Kamruddin Panusu di Dusun Banjar, 
Desa Pusungi.

Tanaman jagung di lokasi ini di-
nilai tumbuh baik setelah melewati 
masa tanam selama empat bulan 
sejak Januari lalu, dan dijadwalkan 
dipanen pada 17 Mei 2026.

Bergerak ke wilayah lain, Pol-
sek Tojo mengutus Aipda Putu 
Radiasa untuk mengecek tanaman 
jagung berusia satu bulan di lahan 
setengah hektare milik Sukman di 
Desa Tojo.

Sementara itu, Polsek Ulubongka 
membagi personelnya di dua titik ter-
pisah; Aipda Ardianzah memantau 
lahan seluas 2 hektare milik Alulu di 

Desa Watusongu, sedangkan Bripka 
Risman dan Aipda Faisal A. Lanau 
mengecek lahan 3 hektare milik 
Esdar Aba di Desa Rompi yang baru 
berumur tiga minggu. 

Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yan-
na Djayawidya, S.I.K., M.H., melalui 
Kabag SDM AKP Muh. Natsir, S.H., 
menegaskan bahwa kehadiran Polri 
bukan sekadar fungsi pengawasan, 
melainkan bentuk pendampingan 
melekat kepada para petani.

“Kegiatan pengecekan yang dila-
kukan oleh polsek-polsek jajaran ini 
merupakan komitmen nyata Polres 
Tojo Una-Una dalam mengawal 
program prioritas pemerintah pusat 
terkait ketahanan pangan nasional,” 
ujar Natsir.

Ia menambahkan, pihakya in-
gin memastikan para petani kita 
mendapatkan dukungan moral dan 
pendampingan yang maksimal. Mes-
kipun di beberapa titik ada kendala 
cuaca panas yang memengaruhi ke-
suburan tanaman, anggota di lapan-
gan tetap memberikan motivasi agar 
produktivitas tidak menurun. AMR

SALAH seorang personel Polres Touna, saat meninjau kondisi lahan jagung milik warga, Selasa (12/5/2026).FOTO:HUMAS POLRES TOUNA

Polres Touna Intensifkan 
Pengecekan Lahan Jagung 

WARTAWAN media Global Sulteng,Rian Afdhal didampingi Ketua KKJ Sulteng, 
Moh Arief, saat melapor secara resmi dugaan penghinaan yang dilakukan drg.
Herry Mulyadi ke SPKT Polresta Palu, Selasa (12/52026). FOTO:DOK.KKJ SULTENG 



Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3RABU, 13 MEI 2026

Penggeledahan kali ini 
mengedepankan aspek si-
nergitas antar penegak hu-
kum. Dipimpin langsung 
oleh Pelaksana Harian (Plh.) 
Kepala LPKA Palu, Jemmy, 
petugas LPKA bekerja sama 
dengan jajaran Kepolisian 
Sektor (Polsek) Palu Selatan 
yang diwakili oleh Babin-
kamtibmas, Aipda Moh. 
Ridho.

Penggeledahan menyasar 
kamar-kamar hunian Anak 
Binaan untuk memastikan 
tidak ada barang terlarang 
yang masuk ke dalam ling-
kungan LPKA Palu. Ke-
hadiran pihak kepolisian 
dalam giat ini menjadi bukti 
nyata sinergi antara Direkto-
rat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjenpas) dengan Polri 

dalam menciptakan ling-
kungan yang kondusif.

Plh. Kepala LPKA Palu, 
Jemmy, menegaskan bahwa 
kegiatan ini bukan sekadar 
rutinitas, melainkan upaya 
preventif untuk meminima-
lisir gangguan keamanan 
dan ketertiban.

"Kami tidak memberikan 
ruang sedikit pun bagi pe-
redaran handphone ilegal 
maupun narkoba di dalam 
LPKA. Penggeledahan ini 
adalah bentuk komitmen 
kami untuk memastikan 
proses pembinaan berjalan 
murni tanpa gangguan dari 
praktik-praktik ilegal," ujar 
Jemmy.

Di tempat terpisah, Kepala 
Kantor Wilayah (Kakan-
wil) Direktorat Jenderal 

SEJUMLAH anak binaan LPKA Palu saat digeledah petugas, Jumat (8/5/2026). FOTO: HUMAS 
LPKA PALU

LPKA Palu Bersama 
Polri Razia Gabungan 

Sterilkan Narkoba

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terus 
berkomitmen menjaga integritas dan keama-
nan lingkungan pembinaan. Sebagai langkah 
konkret, LPKA Palu melaksanakan penggele-
dahan insidentil dalam rangka mewujudkan 
Pemasyarakatan Bersih dari Handphone 
Ilegal, Narkoba, dan Penipuan pada Jumat 
(8/5/2026).

Pemasyarakatan Sulawesi 
Tengah, Bagus Kurniawan, 
memberikan instruksi tegas 
kepada seluruh jajaran pe-
masyarakatan khususnya di 
LPKA Palu.

"Prinsip Back to Basics 
harus dijalankan dengan 
konsisten. Saya mengapre-
siasi langkah cepat LPKA 
Palu. Tidak ada toleran-
si bagi petugas maupun 
warga binaan yang terli-
bat dalam penyalahgunaan 
handphone, narkoba, dan 
pungli (Halinar). Kita harus 
pastikan Pemasyarakatan 
benar-benar bersih demi 
marwah institusi," tegas 
Bagus Kurniawan.

Dalam penggeledahan 
yang berlangsung humanis 
namun teliti tersebut, petu-
gas tidak menemukan ada-
nya narkotika. Barang-ba-
rang yang dianggap berisi-
ko dan tidak sesuai aturan 
segera diamankan untuk 
kemudian dimusnahkan.

Dengan terlaksananya ke-
giatan ini, LPKA Palu berha-
rap dapat terus menciptakan 
ruang yang aman bagi Anak 
Binaan untuk bertransfor-
masi menjadi pribadi yang 
lebih baik sebelum kembali 
ke masyarakat.*/YAT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
bekerja sama dengan Dinas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Palu, melaksanakan 
perekaman data kependu-
dukan dan pemadanan No-
mor Induk Kependudukan 
(NIK) bagi anak binaan, 
Selasa (5/5/2026). 

Program ini merupakan 
bentuk percepatan pela-
yanan administrasi guna 
mendukung pemenuhan 
hak-hak sipil anak binaan, 
serta mewujudkan tertib 
data di lingkungan pemasy-
arakatan.

Sebanyak 24 orang anak 
binaan mengikuti kegiatan 
tersebut dengan antusias. 
Rangkaian kegiatan dimulai 
dari verifikasi data awal oleh 
petugas registrasi, dilan-
jutkan dengan perekaman 
biometrik KTP elektronik 
yang meliputi pengambilan 
foto, sidik jari, serta pereka-
man iris mata. Selanjutnya, 
data yang telah direkam 
disinkronisasikan dengan 
Sistem Informasi Adminis-
trasi Kependudukan (SIAK) 
milik Disdukcapil.

SULTENG RAYA - Tur-
namen Bulutangkis Pia-
la Pangdam XXIII/Palaka 
Wira (PW) Tahun 2026 resmi 
ditutup dengan meriah dan 
penuh semangat sportivitas. 

Rangkaian kegiatan pe-
nutupan diawali dengan 
menyaksikan partai final 
dari berbagai kategori per-

tandingan yang dipertan-
dingkan, kemudian dilan-
jutkan dengan penyerahan 
hadiah kepada para peme-
nang yang berlangsung di 
GOR Central Sport, Jalan 
Munif Rahman, Kelurahan 
Silae, Kecamatan Palu Barat, 
Kota Palu, Provinsi Sulawesi 
Tengah, Rabu (6/5/2026).

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
menggelar Apel dan Ikrar 
Bersama dengan tema "Ikrar 
Pemasyarakatan Bersih dari 
Handphone Ilegal, Narkoba, 
dan Penipuan (Halinar) 
pada Kamis (7/5/2026) di 
halaman LPKA Palu.

Kegiatan krusial itu di-
laksanakan dalam rang-
ka menjaga integritas dan 
keamanan institusi. Kegi-
atan ini diikuti oleh seluruh 
jajaran pejabat struktural, 
staf, serta regu pengawasan 
dengan menghadirkan saksi 
dari unsur kepolisian guna 
memperkuat komitmen 
pemberantasan pelangga-
ran di dalam lingkungan 
pemasyarakatan.

Bertindak sebagai Pembi-
na Apel, Pelaksana Harian 
(Plh) Kepala LPKA Palu, 
Jemmy, memberikan ara-
han tegas kepada seluruh 
peserta. Ia menekankan bah-
wa ikrar yang diucapkan 
bukan sekadar seremonial, 

melainkan janji yang harus 
dipertanggungjawabkan 
dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari.

"Ikrar hari ini adalah ben-
teng pertahanan kita ter-
hadap godaan pelanggaran. 
Saya instruksikan kepada 
seluruh petugas untuk tidak 
coba-coba menjadi jembatan 
masuknya Halinar. Fokus 
kita adalah pembinaan masa 
depan anak-anak kita, dan 
itu hanya bisa dicapai jika 
lingkungan kita bersih dari 
gangguan keamanan dan 
ketertiban," tegas Jemmy.

Hadir pula dalam kegi-
atan tersebut, Bhabinkam-
tibmas Polsek Palu Selatan, 
Aipda Moh. Ridho, yang 
turut menyaksikan pemba-
caan ikrar. Dalam kutipan-
nya, ia memberikan dukun-
gan penuh terhadap langkah 
preventif yang diambil oleh 
LPKA Palu.

"Kami dari pihak kepoli-
sian, khususnya Polsek Palu 
Selatan, siap mendukung 
penuh LPKA Palu dalam 

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, saat berpose bersama para peme-
nang Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira 
(PW) Tahun 2026, Rabu (6/5/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam 
XXIII/PW 2026 Resmi Ditutup

Adapun para juara perta-
ma dalam turnamen ini, yak-
ni kategori Ganda Dewasa 
Putra C diraih Andy dan 
Ikbal dari Klub PB Scarlet, 
Ganda Dewasa Putra diraih 
Bais Maulana Khazem dan 
Artaldo Marcelino dari Klub 
PB Central, Ganda Remaja 
Putra diraih Muh. Zaki dan 
Renaldi Amir Baso dari 
Klub PB Scarlet/PB Seha-
ti, Tunggal Remaja Putra 
diraih Muh. Zaki dari Klub 

PB Scarlet, Tunggal Pemula 
Putra diraih Gusti Manik 
Artha dari Klub PB Central, 
Tunggal Anak-Anak Putra 
diraih Muh. Raditya Nau-
fal dari Klub PB Central, 
Tunggal Pemula Putri diraih 
Patricia Aurella O dari Klub 
PB Central Palaka Wira, ser-
ta Tunggal Anak-Anak Putri 
diraih Akifa Nallah Mappa 
dari Klub PB Central.

Acara kemudian diakhiri 
dengan penyerahan medali, 

piagam penghargaan, dan 
uang pembinaan kepada 
para juara oleh Kasdam 
XXIII/Palaka Wira bers-
ama para Pejabat Utama 
Kodam XXIII/Palaka Wira, 
Ketua Umum PBSI Sulawesi 
Tengah Ir. Gufran Ahmad, 
serta Ketua Harian KONI 
Sulawesi Tengah Moh. Ifan 
Taufa sebagai bentuk apre-
siasi atas semangat, spor-
tivitas, dan prestasi para 
peserta selama turnamen 
berlangsung.

Seluruh rangkaian kegi-
atan penutupan Turnamen 
Bulutangkis Piala Pangdam 
XXIII/Palaka Wira Tahun 
2026 berjalan dengan aman, 
tertib, dan lancar. Para pe-
serta pun menyampaikan 
ucapan terima kasih kepa-
da Pangdam XXIII/Palaka 
Wira atas terselenggaranya 
turnamen tersebut serta 
berharap kegiatan serupa 
dapat terus dilaksanakan 
sebagai wadah pembinaan 
dan pengembangan presta-
si olahraga bulutangkis di 
Sulawesi Tengah. Turnamen 
Piala Pangdam XXIII/PW 
ini tidak hanya menjadi 
ajang kompetisi olahraga, 
tetapi juga menjadi sarana 
mempererat kemanungga-
lan TNI dengan rakyat se-
kaligus mendukung upaya 
pencarian dan pembinaan 
bibit-bibit atlet bulutangkis 
potensial di Provinsi Sula-
wesi Tengah.*/YAT

JAJARAN LPKA Kelas II Palu saat menggelar Apel dan Ikrar Bersama dengan tema "Ikrar Pemasy-
arakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan (Halinar) pada Kamis (7/5/2026) di 
halaman LPKA Palu. FOTO: HUMAS LPKA PALU

Apel Ikrar Bersama, Strategi 
LPKA Palu Sapu Bersih Halinar

menjaga stabilitas keama-
nan. Sinergi ini penting agar 
deteksi dini terhadap pe-
redaran narkoba maupun 
penipuan dapat berjalan 
efektif. Kami mengapresi-
asi langkah terbuka LPKA 
Palu dalam mewujudkan 
lingkungan yang aman bagi 
semua," ujar Moh. Ridho.

Secara terpisah, Kepala 

ANAK binaan LPKA Palu saat menjalani perekaman data kepen-
dudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Se-
lasa (5/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Gandeng Disdukcapil, 
Percepat Perekaman NIK Anak Binaan

Kasubsi Registrasi, Rob-
by, menyambut baik kegi-
atan ini. Ia mengatakan pe-
menuhan hak identitas bagi 
anak binaan menjadi lang-
kah penting yang berdam-
pak positif terhadap proses 
pembinaan yang di LPKA 

Palu. “Kami bersyukur 
karena hak identitas anak 
binaan dapat terpenuhi. 
Ini akan sangat membantu 
dalam proses pembinaan 
dan reintegrasi selanjutnya, 
dan kami siap memfasilitasi 
data yang diperlukan,” ujar 

Robby.
Kepala Seksi Disdukcapil 

Palu, Tasrif, pun turut men-
jelaskan bahwa program 
ini merupakan komitmen 
Pemerintah Kota Palu dalam 
memberikan layanan ad-
ministrasi kependudukan 
di lingkungan pemasyara-
katan.

“Kami melakukan veri-
fikasi NIK, kemudian pe-
rekaman biometrik bagi 
yang belum memiliki KTP. 
Setelah itu diproses hingga 
publikasi KTP. Selain itu 
juga dilakukan pemadanan 
data untuk memastikan 
keakuratan identitas,” ujar 
Tasrif. 

Pelaksanaan kegiatan ber-
jalan dengan lancar dan 
tertib. Upaya ini juga men-
jadi langkah strategis dalam 
memberikan perlindungan 
hak dasar bagi anak binaan, 
khususnya dalam aspek 
identitas hukum.

Dengan adanya kegiatan 
ini, diharapkan seluruh anak 
binaan di LPKA Kelas II Palu 
dapat memiliki identitas 
kependudukan yang sah se-
hingga memudahkan akses 
terhadap berbagai layanan 
publik ke depannya.*/YAT

Kantor Wilayah (Kakanwil) 
Direktorat Jenderal Pemasy-
arakatan Sulawesi Tengah, 
Bagus Kurniawan, memberi-
kan apresiasi dan penguatan 
terhadap pelaksanaan ke-
giatan ini. Ia menegaskan 
bahwa disiplin adalah kunci 
utama transformasi pemasy-
arakatan. "Saya sangat men-
gapresiasi gerak cepat LPKA 
Palu dalam menggaungkan 
perang terhadap Halinar. Ini 
adalah implementasi nyata 
dari perintah pimpinan un-
tuk mewujudkan pemasy-
arakatan yang maju. Tidak 
ada tempat bagi petugas 
yang bermain-main dengan 
narkoba atau membiarkan 
praktik penipuan terjadi. 
Mari kita jaga marwah in-
stitusi dengan kinerja yang 
bersih," kata Bagus Kur-
niawan. Dengan dilaksana-
kannya kegiatan ini, LPKA 
Kelas II Palu berharap dapat 
menjadi role model dalam 
penegakan disiplin dan 
menciptakan suasana pem-
binaan yang sehat, aman, 
dan bebas dari segala bentuk 
penyimpangan.*/YAT
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Berbagai kejuaraan dii-
kuti baik di tingkat dunia 
maupun Asia, sehingga 
mempertajam skill demi 
menghadapi persaingan 

yang kian kompetitif. 
Musim ini rider Yamaha 

Racing Indonesia, Wahyu 
Nugroho, bahkan diberikan 
kesempatan berkompetisi 

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Kota Yogyakarta 
segera melakukan identifi -
kasi terhadap daycare atau 
tempat penitipan anak yang 
aman dan tepercaya guna 
menampung anak yang 
menjadi korban kekerasan 
dan penelantaran di Dayca-
re Little Aresha, Kelurahan 
Sorosutan, Umbulharjo.

"Jadi, bagaimana mulai 
pagi hari Senin (27/4) anak-
nya mau dititip di mana, 
ini saya kira suatu hal yang 
mendesak dan darurat," 
kata Wali Kota Yogyakarta 
Hasto Wardoyo usai au-
diensi dengan orang tua 
korban di Yogyakarta, Ahad 
(26/4/2026) sore.

Terlebih, katanya, para 
orang tua yang menitipkan 
anak di daycare tersebut 
pada umumnya bekerja 
dan tidak memiliki banyak 
waktu bersama anak saat 
jam kerja.

Atas kondisi tersebut, 
katanya, pemerintah daerah 
harus hadir.

"Pemerintah harus hadir, 
dan kami akan segera men-
gidentifikasi daycare-day-
care lainnya yang aman, 
tepercaya, dan sehat. Kepala 
Dinas Pendidikan serta ke-
pala dinas lainnya bersama 
KPAI (Komisi Perlindun-
gan Anak Indonesia) segera 
mengidentifi kasi," katanya.

Dengan demikian, kata 
dia, akan diketahui tempat 
penitipan anak mana yang 
akhirnya bisa menampung 
anak-anak yang berhenti 
menitipkan anak di daycare 
yang kemudian digerebek 
aparat kepolisian tersebut.

"Kami menganggap ini 
adalah satu langkah darurat 

yang harus segera dilaku-
kan, supaya mereka bisa 
menitipkan anaknya di situ," 
katanya.

Ia mengatakan pemer-
intah daerah juga meng-
instruksikan dinas terkait 
dan pemangku kepentin-
gan untuk melakukan razia 
terhadap seluruh tempat 
daycare di Kota Yogyakarta.

"Hari ini sudah masuk 
data semua daycare yang 
ada di Kota Yogyakarta. 
Kemudian kita akan cek 
satu per satu. Besok (27/4) 
pagi kita cek satu per satu, 
sehingga dalam waktu sing-
kat, paling lama dua hari, 
kita sudah tahu semua sta-
tus daycare yang ada di 
Yogyakarta," katanya.

Menurut dia, hal terse-
but menjadi penting untuk 
mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan para orang 
tua, termasuk pemda dalam 
menghadirkan tempat peni-
tipan anak yang aman, se-
hat, dan mendukung tum-
buh kembang anak menjadi 
lebih baik.

Ia mengatakan para orang 
tua juga menginginkan agar 
kasus kekerasan yang me-
nimpa buah hati selama 
diasuh di daycare tersebut 
betul-betul ditangani dan 
harus mendapatkan keadi-
lan yang seadil-adilnya.

"Tentu, kami juga mem-
bersamai. Untuk itu, kami 
bersama KPAI memben-
tuk tim. Kemudian juga 
ada konsultan hukum yang 
nanti menampung dan men-
catat semua laporan yang 
disampaikan orang tua se-
bagai bahan masukan pada 
proses hukum selanjutnya," 
katanya.RPB

DAYCARE Little Aresha yang berlokasi berlokasi di Jalan Pakel 
Baru Utara, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta tengah 
menjadi sorotan publik setelah digrebek polisi, Jumat (24/4/2026). 
FOTO: REP

Pemkot 
Yogyakarta Data 
Ulang Daycare 

Usai Kasus 
Kekerasan Anak

WAHYU Nugroho bersama tim Yamaha dalam All Japan Road Race Championship (JRRC). FOTO: YAMAHA

Tembus 10 Besar JRRC, Wahyu 
Nugroho Terus Improve Skill

SULTENG RAYA – Komitmen Yamaha un-
tuk mengasah karir para pembalap di level 
internasional dilakukan secara berkelanjutan 
agar mencapai prestasi dan menambah pen-
galaman.

pada dua event yaitu Asia 
Road RacingChampionship 
(ARRC) dan All Japan Road 
Race Championship (JRRC).

Usai menjalani seri 1 
ARRC di Sepang Malaysia 
10-12 April lalu, Wahyu 
Nugroho tampil untuk per-
tama kalinya di All Japan 
Road Race Championship. 
Sebagai persiapan balapan 
di ajang tersebut, Wahyu 
Nugroho mengikuti dua 
hari test pra musim di sirkuit 

Sugo dan latihan short-cour-
se di sirkuit Suzuka. 

Bermanfaat untuk mema-
hami karakter sirkuit dan set 
up motor, hasilnya terbukti 
ada improvement saat race. 
Rider asal Boyolali Jawa 
Tengah itu ambil bagian 
pada putaran perdana kelas 
ST600 All Japan Road Race 
Championship 25-26 April 
di sirkuit Sugo. Bergabung 
dengan tim ITO Racing YRI 
BORG Custom dan 

bertarung dengan meng-
geber Yamaha YZF-R6, pen-
capaiannya cukup positif 
menembus 10 besar klase-
men sementara. 

Dia menempati peringkat 
9 setelah fi nish ke-11 race 1 
dan ke-9 race 2. ”Terima-
kasih Yamaha saya bisa 
tampil di All Japan Road 
Race Championship musim 
ini. Kesempatan ini sangat 
berharga untuk menambah 
jam terbang dan experien-
ce. Juga terus berkompeti-
si menggunakan Yamaha 
YZF-R6 yang menjadi faktor 
penting untuk kemajuan di 
dua kejuaraan yang saya 
ikuti. Saya akan selalu be-
rupaya mencapai hasil op-
timal dan memanfaatkan 
dengan baik peluang tampil 
di tingkat internasional,” 
ungkap Wahyu Nugroho.

Dalam rangkaian race 
weekend di Sugo, dia ber-
hasil memperkecil waktu 
best time dan gap dengan 
top 1 rider mulai dari latihan 
bebas, kualifikasi hingga 
race. Wahyu Nugroho juga 
mampu memimpin 2nd 
Group Race. Tak hanya itu, 
catatan waktu best time saat 
race weekend jauh lebih 
baik dibandingkan test pra 
musim.

All Japan Road Race 
Championship menjadi 
ajang yang tepat bagi Wa-
hyu Nugroho untuk ber-
kompetisi menjajal Yamaha 
R6. Bentuk latihan juga di 
kompetisi resmi yang kami 
harapkan berpengaruh po-
sitif untuk berprestasi di 
ARRC ajang utama yang 
diikutinya. Telah melewati 
seri 1 kelas ST600 All Japan 
Road Race.*/HJ

SULTENG RAYA - Pu-
luhan ribu warga Dayeuh-
kolot, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat,  terdampak 
banjir akibat hujan deras 
dan luapan sungai Citarum 
yang terjadi sejak Jumat 
(10/4/2026) kemarin hingga 
saat ini. 

Sebagian warga pun ter-
paksa mengungsi ke tempat 
pengungsian.

Camat Dayeuhkolot, Asep 
Suryadi mengatakan luapan 
air Sungai Citarum, Cip-
alasari dan Cigede menye-
babkan banjir merendam 
pemukiman di wilayah 
Dayeuhkolot sejak Jumat 
(10/4/2026) hingga Senin 
(13/4/2026) hari ini. Keting-
gian banjir bervariasi mulai 
dari 10 sentimeter hingga 
1 meter.

Ia menyebut banjir me-
rendam pemukiman di se-
jumlah kampung di Desa 
Dayeuhkolot, Desa Cite-
reup, Desa Cangkuang We-
tan dan Kelurahan Pasa-
wahan.

"Banyak rumah warga 
yang terendam banjir dan 
sebagian akses jalan ter-
putus," ucap dia, Senin 
(13/4/2026).

Ia menuturkan jumlah 
korban terdampak seba-
nyak 4.800 kepala keluarga 
atau 14.440 jiwa di Desa 

WARGA menggunakan perahu kayu saat banjir melanda Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahad (12/4/2026). FOTO: ANT

Puluhan Ribu Warga Kabupaten 
Bandung Terdampak Banjir

Dayeuhkolot, 2.943 jiwa di 
Desa Citereup,  1.725 Desa 
Cangkuang Wetan dan 340 
jiwa di Desa Pasawahan. 
"Total korban jiwa terdam-
pak se-Kecamatan Dayeuh-
kolot mencapai 19.408 jiwa," 
ungkap dia.

Sedangkan korban men-
gungsi mencapai 122 jiwa. 

Mereka membutuhkan 
makanan siap saji,  dan 
lainnya. "Kondisi di jalan 
raya Dayeuhkolot masih 
tergenang banjir antara 40-
50 sentimeter bisa dilalui 
kendaraan roda empat se-
dangkan roda dua jangan 
memaksakan," kata dia.

Sebelumnya, Badan Mete-

orologi Klimatologi Geofi si-
ka (BMKG) menyebut pada 
masa peralihan ini masyara-
kat diimbau untuk waspada 
terhadap cuaca ekstrem den-
gan tidak berteduh di bawah 
pohon, papan reklame, atau 
dekat bangunan yang rentan 
saat kejadian berlangsung. 
Selain itu tetap waspada 

potensi bencana hidromete-
orologi berupa banjir, tanah 
longsor serta angin kencang 
yang menyebabkan pohon 
tumbang dan hujan es. 

"Masyarakat diimbau 
waspada cuaca ekstrem 
dan bencana," kata Kepala 
BMKG Bandung Teguh Ra-
hayu.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

NEKAT betul, ada bandar 
yang berani buka markas judi 
online (judol) tak jauh dari 
Kantor Presiden, kurang dari 

3 kilometer jaraknya dari Istana Negara, Ja-
karta. Bermarkas di Hayam Wuruk Tower, 
sang bandar sudah beroperasi dua bulan 
lamanya di sana.

Dua lantai gedung itu disewa dengan 
mempekerjakan 321 karyawan. Dari jum-
lah karyawan tersebut, hanya satu yang 
berkewarganegaraan Indonesia, sisanya 
orang asing. Dari Vietnam paling banyak. 
Sisanya dari Tiongkok, Myanmar, Laos, 
Tailan, Malaysia, dan Kamboja.Olahraga 
Indonesia

Jika polisi tak menggerebek kantor itu 
akhir pekan lalu, tak ada yang tahu ada 
markas judol yang lokasinya hanya ‘sej-
engkal’ dari istana. Pun, tidak jauh jaraknya 
dari Kantor Kementerian Komunikasi dan 
Digital (Komdigi) yang tiap hari bertugas 
memblokir situs-situs judol.

Entah mengejek atau apa motivasi se-
sungguhnya sang bandar, sampai berani 
bikin markas judol dekat dari kantor pu-
sat pemerintahan. Namun, terlepas dari 
spekulasi itu, hal yang pasti ialah sang 
bandar melihat adanya celah kemudahan 
berinvestasi judi daring di Indonesia.

Tidak mungkin mereka membangun 
kantor di sana tanpa didahului ‘studi kela-
yakan’ sebelumnya. Apalagi jika perhitun-
gan ‘studi kelayakan’ itu mendapati beban 
usaha jauh di bawah keuntungan yang 
bakal diraup, tak seorang pun bandar yang 
akan melewatkan kesempatan tersebut.

Ya, harus diakui, judol terus mewabah. 
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transak-
si Keuangan (PPATK) menunjukkan judol 
masih jadi kegiatan masif hingga saat ini. 
Pada 2025 saja, perputaran dana judol 
mencapai Rp286,84 triliun yang berasal dari 
422,1 juta kali transaksi.

Perputaran dana itu memang menurun 
20% jika dibandingkan dengan di 2024 
yang sebesar Rp359,81 triliun. Akan tetapi, 
jutaan transaksi dan ratusan triliun rupiah 
yang raib untuk judol pada 2025 tetaplah 
bukan angka yang terbilang kecil. PPATK 
juga menemukan fakta kian mudahnya 
para penjudi bertaruh. Setoran ke bank, 
e-wallet, hingga QRIS kian memudahkan 
para petaruh itu mengadu untung.

Gencarnya Kementerian Komdigi mem-
blokir berbagai situs judol tak menyurut-
kan asa para penjudi. Bahkan penegakan 
hukum oleh polisi pun tak membuat para 
bandar gentar. Buktinya, pada kuartal I 
2026 saja, PPATK mencatat nilai deposit 
judol mencapai Rp10,6 triliun. Dalam tiga 
bulan awal itu perputaran dana judol sudah 
mencapai Rp40,3 triliun.

Data PPATK tersebut jelas menyodor-
kan fakta amat memprihatinkan perihal 
kuatnya penetrasi judol dalam menjadikan 
Indonesia sebagai target pasar. Dampaknya 
teramat fatal. Tak sedikit yang menjadi 
korban judol ialah anak-anak usia sekolah. 
Sulit dibayangkan seperti apa wajah negeri 
ini ke depan jika banyak generasi mudanya 
justru mempertaruhkan masa depan mere-
ka di aplikasi ataupun laman judi.

Celakanya, ketika negara ini sedang be-
rupaya memutus akses pasar judol, para 
bandar justru melihat celah peluang lain. 
Terbongkarnya markas judi di Hayam 
Wuruk membuktikan satu fakta baru 
bahwa Indonesia kini tidak lagi sekadar 
menjadi pasar, tapi juga mulai dijadikan 
‘sarang’ bisnis judi daring.

Kenyataan pahit itu jelas menuntut ke-
agresifan negara dalam memberantas judol. 
Berantas sampai ke akar-akarnya, tiada 
kata ampun. Pemberantasan judi tak bisa 
lagi dilakukan dengan cara yang biasa. Judi 
daring sudah telanjur berkembang menjadi 
kejahatan luar biasa. Maka, tidak boleh lagi 
ada cerita tentang lemahnya pengawasan 
negara.

Perang terhadap judol harus terus di-
gelorakan. Kita tak boleh sedetik pun len-
gah atau bahkan menganggap enteng judol. 
Seluruh anak bangsa harus bahu-mem-
bahu, tak boleh membiarkan Kementerian 
Komdigi dan kepolisian bekerja sendirian.

Untuk penegak hukum, mulai dari polisi 
hingga pengadilan, tentunya tak boleh lagi 
menjatuhkan hukuman yang biasa, baik 
bagi bandar maupun pemain. Harus ada 
hukuman yang amat menjerakan agar 
menjadi contoh bagi yang lain. Sekali lagi, 
negara tak boleh kalah dari penjudi dan 
bandar judi karena masa depan bangsa 
yang akan dipertaruhkan.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Penguatan Ketahanan 
Pangan Jadi Fokus 

Kerja Bersama
KARENA itu, kerja sama lintas sektor antara 
pemerintah, BUMD, dan pelaku usaha diang-
gap menjadi langkah strategis dalam mem-
bangun sistem pangan yang kuat dan berke-
lanjutan. Salah satu upaya yang kini didorong 
pemerintah ialah penguatan sistem rantai din-
gin atau cold chain guna memastikan distribusi 
pangan berjalan lebih efektif dan efisien.

BADAN Strategi 
Kebijakan Dalam 
Negeri Kemente-
rian Dalam Ne-

geri menilai BUMD memiliki 
peran penting dalam men-
dukung ketahanan nasional, 
terutama melalui penguatan 
interkonektivitas rantai din-
gin. Sistem tersebut dinilai 
mampu menjaga kualitas pan-
gan, mengurangi kerusakan 
hasil pertanian, dan memas-
tikan pasokan pangan tetap 
tersedia di berbagai daerah. 
Penguatan cold chain juga 
dianggap penting untuk men-
jaga stabilitas harga pangan 
yang selama ini kerap dipen-
garuhi masalah distribusi dan 
logistik.

Kepala Pusat  Strategi 
Kebijakan Pembangunan, 
Keuangan Daerah dan Desa 
Rochayati Basra menyampai-
kan bahwa penyelenggaraan 
pangan merupakan tanggung 
jawab bersama antara peme-
rintah pusat dan pemerintah 
daerah sebagaimana diama-
natkan dalam Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 2012 

OLEH : NAUFAL PRASETYA

swasembada pangan tidak 
hanya berkaitan dengan pe-
ningkatan produksi, tetapi 
juga kemampuan negara 
dalam mengelola, mengolah, 
dan mendistribusikan produk 
pangan dengan dukungan 
teknologi dan kebijakan yang 
memadai. Hasanuddin Yasni 
menekankan pentingnya pem-
bangunan ekosistem rantai 
dingin karena masih banyak 
hasil pertanian dan perikanan 
yang mengalami kerusakan 
akibat lemahnya sistem pen-
yimpanan dan distribusi.

Menurut  Hasanuddin 
Yasni, penguatan cold chain 
membutuhkan kesiapan sa-
rana dan prasarana, pening-
katan kualitas sumber daya 
manusia, serta model bisnis 
kolaboratif. Kerja sama antara 
pemerintah daerah, BUMD, 
dan pelaku usaha dianggap 
menjadi solusi penting un-
tuk mengatasi keterbatasan 
investasi dan teknologi di 
daerah. Kolaborasi tersebut 
juga diharapkan mampu men-
dorong pertumbuhan eko-
nomi daerah melalui sektor 
pangan yang lebih modern 
dan terintegrasi.

Pandangan tersebut men-
unjukkan bahwa ketahanan 
pangan tidak dapat dibangun 
oleh satu pihak saja. Pemerin-
tah membutuhkan dukungan 
dunia usaha dan masyarakat 
agar sistem pangan nasio-
nal menjadi lebih kuat. Seb-
aliknya, pelaku usaha juga 
membutuhkan dukungan 
regulasi, infrastruktur, dan 
kebijakan yang mendukung 

pengembangan sektor pangan 
nasional. Karena itu, sinergi 
antarpihak dinilai menjadi 
kunci dalam menjaga ketaha-
nan pangan jangka panjang.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota 
Cilegon Fajar Hadi Prabowo 
menegaskan bahwa Pemerin-
tah Kota Cilegon mendukung 
penuh kebijakan pemerintah 
pusat dalam mewujudkan 
swasembada pangan nasional. 
Menurut Fajar Hadi Prabowo, 
sinergi antara pemerintah pu-
sat dan daerah menjadi faktor 
penting dalam menjaga ke-
tahanan pangan yang berke-
lanjutan. Dukungan tersebut 
diwujudkan melalui berbagai 
langkah strategis, termasuk 
penguatan sektor pertanian di 
tengah status Cilegon sebagai 
kota industri.

Fajar Hadi Prabowo juga 
menyampaikan bahwa Pre-
siden Republik Indonesia 
Prabowo Subianto menekan-
kan keberhasilan percepatan 
swasembada pangan nasional 
tahun 2025 yang mampu di-
capai lebih cepat dari target 
awal. Keberhasilan tersebut 
dinilai sebagai hasil kerja 
sama antara pemerintah pus-
at, pemerintah daerah, petani, 
dan seluruh pemangku ke-
pentingan di sektor pertanian.

Selama setahun terakhir, 
pemerintah juga dinilai berha-
sil menjaga stabilitas pangan 
nasional melalui berbagai 
kebijakan strategis. Bebera-
pa capaian yang mendapat 
perhatian antara lain pening-
katan produksi beras nasional, 
ketersediaan pupuk subsidi, 

modernisasi pertanian, hingga 
penguatan distribusi pangan. 
Di tengah ancaman krisis pan-
gan global dan ketidakpastian 
ekonomi dunia, capaian ter-
sebut menjadi bukti bahwa 
sektor pangan Indonesia mu-
lai menunjukkan daya tahan 
yang lebih kuat.

Pemerintah pusat juga terus 
memperkuat sektor perta-
nian melalui optimalisasi 
lahan, pembangunan irigasi, 
dan pemanfaatan teknologi 
pertanian modern. Langkah 
tersebut diperkuat oleh du-
kungan pemerintah daerah 
yang terus berupaya mening-
katkan produktivitas pertani-
an di wilayah masing-masing. 
Kolaborasi pusat dan daerah 
dinilai menjadi faktor penting 
dalam menjaga keberlanjutan 
sektor pangan nasional.

Kerja sama yang semakin 
kuat antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, BUMD, 
dan pelaku usaha menja-
di fondasi penting dalam 
menjaga ketahanan pangan 
nasional. Penguatan sistem 
rantai dingin, peningkatan 
produktivitas pertanian, serta 
pembangunan sistem distri-
busi yang lebih modern men-
unjukkan bahwa Indonesia 
terus bergerak menuju tata 
kelola pangan yang lebih baik. 
Dengan dukungan seluruh 
pihak, ketahanan pangan 
diharapkan tidak hanya men-
jaga stabilitas ekonomi, tetapi 
juga mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan. *) Analis 
Kebijakan Pangan Nasional

tentang Pangan. Rochayati 
Basra menjelaskan bahwa 
pemerintah daerah memegang 
peran strategis dalam men-
jamin kelancaran distribusi, 
stabilisasi pasokan, serta pen-
gelolaan logistik yang efektif. 
Karena itu, penguatan BUMD 
pangan menjadi langkah kon-
kret untuk membangun sistem 
cold chain yang terintegrasi di 
berbagai wilayah.

Selain itu, Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daer-
ah juga menegaskan bahwa 
urusan pangan termasuk ke-
wenangan daerah. Dengan 
aturan tersebut, pemerintah 
daerah bersama perangkat 
daerah dan BUMD memiliki 
tanggung jawab besar dalam 
membangun sistem distribusi 
pangan yang berkelanjutan. 
Daerah diharapkan mampu 
mengambil langkah strategis 
sesuai kebutuhan wilayah ma-
sing-masing agar ketahanan 
pangan tetap terjaga.

Perwaki lan Organisasi 
Rantai Pendingin Indonesia 
Hasanuddin Yasni menilai 

Pantang 
Kalah 

Lawan Judol

OLEH : PUTRI

GEN z yang tum-
buh bersama 
in terne t  dan 
media sosial ini 

membuat keseharian mereka 
dipenuhi dengan melihat 
kehidupan orang lain yang 
tampak seru, sukses, dan 
penuh pencapaian. Sehingga 
membuat mereka merasa 
kurangi puas dengan kehidu-
pan yang sekarang dan ingin 
mengikuti tren itu juga. 

FOMO atau singkatan dari fear of missing out 
adalah rasa takut atau cemas tertinggal momen, 
pengalaman, atau tren seru yang dialami orang 
lain. Fenomena ini sangat dekat dengan gen z, 
karna generasi ini hidup berdampingan den-
gan media sosial. Yang memudahkan mereka 
mendapatkan info yang sedang tren sekarang.

Salah satu contoh yang pa-
ling memprihatinkan adalah 
bagaimana sebagian peneri-
ma beasiswa memanfaatkan 
dana yang seharusnya di-
gunakan untuk menunjang 
pendidikan, justru di alihkan 
untuk memenuhi gaya hidup 
agar tidak ketinggalan tren 
yang ada. 

Fenomena ini menunjuk-
kan bahwa FOMO bukan 
sekedar tren melainkan je-
bakan. FOMO menciptakan 
siklus yang sulit di putus: 
melihat, membandingkan, 
merasa kurang, lalu berusaha 
mengejar. Namun Semakin di 
kejar semakin tinggi standar 
yang muncul dan akhirnya 
kepuasan itu menjadi sulit di 
jangkau.

Pada akhirnya banyak gen 
z justru terjebak antara kein-
ginan dan kebutuhan. Mereka 
lebih fokus untuk mengikuti 
semua yang sedang tren, se-
perti adanya cafe baru, tempat 
wisata baru, makanan, baju-

FOMO dan Gen Z: Ketika Takut 
Tertinggal Menjadi Gaya Hidup

baju, dan handphone terbaru. 
Semuanya ingin di coba tanpa 
memikirkan manfaatnya.

Padahal kita tidak pernah 
tau bahwa apa yang kita 
lihat di media sosial sama 
dengan kenyataannya. Ba-
nyak dari konten-konten di 

media sosial justru sudah di 
poles sedemikian rupa agar 
kelihatan indah dan mena-
rik padahal kenyataannya 
biasa saja

Oleh karena itu, penting un-
tuk menumbuhkan kesadaran 
diri, stop banding bandingkan 

diri dengan konten-konten 
yang kamu liat di media so-
sial, karna tidak semua hal 
harus di ikuti, tidak semua 
tren harus di jalani dan tidak 
semua validasi perlu di cari. 
Penulis: Mahasiswi UIN Dato-
karama Palu
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SULTENG RAYA - Tekanan 
terhadap nilai tukar rupiah dan 
meningkatnya risiko global dinilai 
mulai memberi tantangan baru bagi 
sektor perbankan. Permata Bank 
memperkirakan peluang kenaikan 
suku bunga acuan Bank Indonesia 
atau BI Rate masih terbuka pada 
semester I 2026.

Head of Macroeconomic & Fi-
nancial Market Research Permata 
Bank Faisal Rachman mengatakan, 
pelemahan rupiah yang telah me-
nembus lebih dari 4 persen secara 
year-to-date menjadi salah satu 
faktor yang meningkatkan peluang 
kenaikan BI Rate. 

“Kami melihat peluang kenaikan 
suku bunga sebesar 25 basis poin 
pada semester I cukup terbuka, 
kemungkinan pada Mei atau Juni, 
sehingga BI Rate dapat naik men-
jadi 5 persen,” kata Faisal dalam 
Virtual Media Briefing PIER Eco-
nomic Review Kuartal I 2026, Selasa 
(12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap 
rupiah saat ini dipengaruhi kom-
binasi faktor global dan domestik, 
mulai dari konflik Timur Tengah, 
tingginya harga minyak dunia, 
hingga arus modal asing yang ke-
luar dari pasar keuangan domestik. 

Permata menilai kenaikan BI Rate 
nantinya dapat berdampak ter-
hadap sektor perbankan, terutama 
permintaan kredit masyarakat dan 
dunia usaha.

Chief Economist Permata Bank 
Josua Pardede mengatakan, kondisi 
permintaan kredit saat ini sebe-
narnya masih relatif lemah mes-
kipun likuiditas perbankan secara 
umum masih memadai.

“Salah satu penopang utama 
pertumbuhan kredit saat ini adalah 
kredit investasi. Sementara kredit 
modal kerja, kredit korporasi, ko-
mersial, maupun konsumsi masih 
relatif terbatas,” ujar Josua.

Menurut dia, perlambatan mu-
lai terlihat pada kredit konsumsi 
seiring tekanan terhadap daya 
beli masyarakat kelas menengah. 
Fenomena downtrading membuat 
masyarakat mulai menahan pem-

belian barang tahan lama seperti 
kendaraan baru. Josua mengatakan 
aktivitas ekonomi tetap menjadi 
faktor utama yang menentukan 
pertumbuhan kredit perbankan.

“Kalau aktivitas ekonomi mem-
baik, konsumsi masyarakat solid, 
dan permintaan modal kerja me-
ningkat, maka permintaan kredit 
juga otomatis akan meningkat,” 
katanya.

Namun, apabila kondisi ekonomi 
global memburuk dan tekanan ter-
hadap rupiah berlanjut, likuiditas 
perbankan dinilai berpotensi sema-
kin mengetat.

Permata juga menyoroti me-
ningkatnya penempatan dana per-
bankan pada instrumen Sekuritas 
Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Out-
standing SRBI saat ini bahkan telah 
mencapai sekitar Rp 920 triliun.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit 
sektor manufaktur mulai melam-
bat seiring tekanan pada industri. 
Data PMI manufaktur Indonesia 
pada April juga telah masuk zona 
kontraksi.

Head of Industry & Regional 
Research Permata Bank Adjie Ha-
risandi mengatakan perlambatan 
industri mulai terlihat pada sek-
tor-sektor yang berkaitan dengan 
barang tahan lama dan otomotif.

“Segmen menengah bawah dan 
entry level mengalami tekanan daya 
beli,” ujar Adjie.

Menurut dia, masyarakat kini 
cenderung beralih membeli mobil 
bekas dibanding kendaraan baru 
karena tekanan ekonomi dan ting-
ginya harga kendaraan.

Permata menilai kondisi tersebut 
perlu diantisipasi karena dapat 
mempengaruhi kualitas kredit 
konsumsi dan pembiayaan sektor 
riil ke depan.

Meski demikian, Josua menegas-
kan kondisi likuiditas perbankan 
nasional saat ini masih relatif aman 
dan belum mengkhawatirkan.

“Sampai akhir tahun nanti, kon-
disi undisbursed loan akan sangat 
bergantung pada perkembangan 
aktivitas ekonomi dan sentimen 
usaha,” kata Josua. ROL

FOTO bersama pada kegiatan di Gedung Workshop Bank Sulteng, Kota Palu, beberapa waktu lalu. 
FOTO: DOK. OJK SULTENG

BI Rate Berpotensi Naik, 
Kredit dan Cicilan Bisa Tertekan

OJK Sulteng Perkuat Literasi-Inklusi 
Keuangan Penyandang Disabilitas

SULTENG RAYA - Oto-
ritas Jasa Keuangan secara 
berkelanjutan berkomitmen 
untuk meningkatkan literasi 
dan inklusi keuangan serta 
pelindungan konsumen bagi 
seluruh lapisan masyara-
kat, termasuk penyandang 
disabilitas sebagai salah 
satu segmen prioritas dalam 
Strategi Nasional Literasi 
Keuangan Indonesia (SNL-
KI) 2021–2025.

Komitmen tersebut di-
wujudkan melalui berba-
gai program dan kebijakan 
untuk mendorong layanan 
jasa keuangan yang lebih 
inklusif dan aksesibel bagi 
penyandang disabilitas. 

OJK telah menerbitkan 
POJK Nomor 22 Tahun 
2023 tentang Pelindungan 

Konsumen dan Masyarakat 
di Sektor Jasa Keuangan 
serta POJK Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Peningkatan 
Literasi dan Inklusi Keu-
angan di Sektor Jasa Keu-
angan bagi Konsumen dan 
Masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pe-
laku usaha jasa keuangan 
didorong untuk menyedia-
kan layanan inklusif bagi 
penyandang disabilitas. Hal 
ini mencakup penyediaan 
formulir huruf braille bagi 
penyandang disabilitas ne-
tra, media informasi yang 
aksesibel, layanan prioritas, 
serta sarana dan prasarana 
pendukung lainnya guna 
memperluas akses literasi 
dan inklusi keuangan bagi 
masyarakat disabilitas.

Selain itu, pada tahun 
2025, OJK juga telah me-
luncurkan Buku Pedoman 
Literasi Keuangan bagi 
Penyandang Disabilitas ber-
tema “Disabilitas Cerdas 
dan Sehat Finansial Menuju 
Indonesia Emas 2045” hasil 
kolaborasi bersama Kemen-
terian Sosial RI, Kementeri-
an PPN/Bappenas, dan Ko-
misi Nasional Disabilitas RI.

Buku tersebut disusun un-
tuk memberikan panduan 
sederhana mengenai prin-
sip-prinsip dasar pengelolaan 
keuangan, seperti pengelolaan 
uang dan bantuan sosial, 
membedakan kebutuhan dan 
keinginan, menabung, hingga 
memampukan penyandang 
disabilitas untuk mulai berin-
vestasi secara bijak dan aman. 

Selain itu, materi dalam 
buku tersebut dapat menjadi 
“tameng” dalam menghada-
pi berbagai modus kejahatan 
di sektor jasa keuangan. 
Dalam pengembangannya, 
pedoman tersebut juga akan 
tersedia dalam format ramah 
disabilitas seperti braille, au-
diobook, dan format lainnya.

Sebagai langkah pember-
dayaan penyandang disa-
bilitas melalui peningkatan 
literasi dan inklusi keuan-
gan, OJK Provinsi Sulawesi 
Tengah menggelar kegiatan 
edukasi keuangan, business 
matching, sekaligus pelun-
curan buku pedoman literasi 
keuangan disabilitas yang 
berlangsung di Gedung 
Workshop Bank Sulteng, 
Kota Palu, beberapa waktu 

lalu. Kegiatan ini diikuti 
oleh 200 peserta yang bera-
sal dari komunitas disabili-
tas Kota Palu.

Kepala OJK Provinsi 
Sulawesi Tengah, Bonny 
Hardi Putra menyampai-
kan, penyandang disabilitas 
perlu mendapatkan kesem-
patan yang setara dalam 
mengakses layanan jasa 
keuangan dan pengemban-
gan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, OJK 
mendorong penyandang 
disabilitas agar semakin 
cakap dalam mengelola keu-
angan, memiliki akses yang 
lebih luas terhadap produk 
dan layanan jasa keuangan, 
serta memperoleh peluang 
pengembangan usaha dan 
pembiayaan melalui kegi-

atan business matching,” 
kata Bonny Hardi Putra 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, 
Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini menghadir-
kan narasumber dari OJK 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
pelaku usaha jasa keuan-
gan, serta pemangku ke-
pentingan terkait sebagai 
upaya penguatan literasi 
dan inklusi keuangan guna 
mendorong kemandirian 
ekonomi penyandang disa-
bilitas. 

Materi yang disampaikan 
mencakup pengelolaan keu-
angan yang bijak, peman-
faatan produk dan layanan 
jasa keuangan, pentingnya 
perencanaan keuangan, ser-
ta kewaspadaan terhadap 

aktivitas keuangan ilegal 
dan berbagai modus penipu-
an di sektor jasa keuangan.

Selain itu, kegiatan juga 
dirangkaikan dengan busi-
ness matching antara pe-
serta dan pelaku usaha jasa 
keuangan guna membuka 
peluang akses pembiayaan, 
penguatan kapasitas usa-
ha, serta perluasan jejaring 
usaha bagi penyandang 
disabilitas.

Melalui kegiatan ini, OJK 
Sulawesi Tengah berharap 
dapat meningkatkan literasi 
dan inklusi keuangan bagi 
penyandang disabilitas se-
kaligus mendorong tercip-
tanya ekosistem ekonomi 
yang lebih inklusif, pro-
duktif, dan berkelanjutan di 
Sulawesi Tengah. RHT

SULTENG RAYA - PT 
Bank Syariah Indonesia 
(Persero) Tbk (BSI) menca-
tatkan pertumbuhan tabun-
gan tertinggi di industri. 

Hal tersebut didorong 
tingginya antusias berhaji 
yang berdampak pada lonja-
kan nasabah Tabungan Haji 
hingga menembus 7,25 juta 
di mana 1,2 juta merupakan 
generasi muda (Millenial 
dan Gen-Z).

Pertumbuhan Tabungan 
Haji mengantarkan BSI me-
lanjutkan kinerja yang so-
lid sejak merger, sekaligus 
menunjukkan bahwa dual 
licence bank syariah dan 
bank emas sukses menum-
buhkan customer base seca-
ra signifikan. Sejak merger 1 
Februari 2021, nasabah BSI 
tumbuh 9,26 juta, dan khu-
sus pada tiga bulan pertama 
tahun 2026, jumlah nasabah 
bertambah 0,5 juta menjadi 
23,7 juta.

Peningkatan customer 
base selanjutnya mendorong 
Dana Pihak Ketiga (DPK) 
BSI pada Triwulan I 2026 
tumbuh 18% (YOY), menjadi 
Rp376,8 triliun. Tak hanya 
tinggi, DPK BSI tumbuh 
pada segmen dana mu-
rah (CASA) di mana Giro 
naik 24,17% (YOY) menjadi 
Rp71,7 triliun dan Tabungan 
tumbuh 20,18% (YOY) men-
jadi Rp164,5 triliun. Total 
dana murah (CASA) tum-
buh 21,36% (YOY) menjadi 
Rp236,2 triliun.

“Tabungan saat ini men-
jadi engine growth BSI ter-
masuk dari Tabungan Haji,’’ 
kata Direktur Utama BSI 
Anggoro Eko Cahyo pada 
paparan kinerja Perseroan 
Triwulan I 2026. 

BSI, kata dia, fokus pada 
penumbuhan Tabungan 
Haji, Payroll, dan Tabungan 
Bisnis. Sebagai bank syariah 
dengan status persero, BSI 
berperan aktif mendukung 
antusiasme umat Islam In-
donesia untuk berhaji. Data 
BSI menunjukkan bahwa 
animo masyarakat untuk 
berhaji terus melonjak di 
mana pada tahun 2023 pen-
daftar haji nasional 286,4 
ribu naik menjadi 422,3 ribu 
pada 2025.

BSI menunjukkan domi-
nasinya di dalam pendafta-
ran tabungan haji nasional 
dengan peningkatan market 
share semula 49,5% pada 
tahun 2023 menjadi 53,6% 
pada tahun 2025. Dari 422,3 
ribu pendaftar haji sebanyak 
226,4 ribu mendaftar melalui 
BSI. Untuk fase keberang-
katan pun BSI mendominasi 
di mana pada tahun 2026 
sebesar 83,5% dari total kuota 
keberangkatan adalah jemaah 
yang mendaftar lewat BSI.

JAJARAN direksi BSI. FOTO: DOK. BSI

BSI Semakin Diminati, Tabungan 
Tumbuh Tertinggi di Industri

BSI berhasil menumbuhkan 
pembiayaan gadai emas 
58,3% (YOY) dan E-mas 
tumbuh lebih dari 2.700 %.

Dari sisi pembiayaan, BSI 
berhasil menumbuhkan do-
bel digit atau 14,39% (YOY) 
mencapai Rp329 triliun 
dengan fokus pembiayaan 
Konsumer. Meski tumbuh 
signifikan, secara kualitas 
pembiayaan yang disalur-
kan cukup sehat dengan 
indikasi Non-Performing 
Financing (NPF) gross 1,8% 
membaik dari 1,88% periode 
sebelumnya. Adapun NPF 
Nett di sekitar 0,38%. Ma-
yoritas pembiayaan (72,37%) 
didistribusikan pada seg-
men Konsumer dan Ritel, 
sisanya 27,63% ke segmen 
wholesale.

Peningkatan Dana Mu-
rah berkontribusi terhadap 
penurunan biaya dana ke 
level 2,12% dan penjagaan 
kualitas pembiayaan men-
jaga biaya CKPN di level 
0,73%. Kondisi tersebut cu-

kup ideal untuk mendorong 
rasio laba bersih Perseroan 
pada Triwulan I 2026 den-
gan indikasi ROA 2,53% dan 
ROE 19,36%.

Direktur Sales and Dis-
tribution Anton Sukarna 
mengungkap BSI berkon-
tribusi aktif terhadap As-
tacita Pemerintah dan juga 
mendukung program pere-
konomian pemerintah mel-
alui support terhadap MBG 
sebesar Rp198 miliar kepada 
211 dapur MBG, penyalu-
ran KDMP dan penyaluran 
KUR yang masing-masing 
menjangkau lebih dari 80 
ribu Koperasi dan 17,732 
nasabah penerima KUR. 
Dari sisi penyediaan rumah 
bersubsidi, BSI menyalur-
kan FLPP kuartal I sebanyak 
894 nasabah. Adapun total 
pembiayaan rumah bersub-
sidi mencapai Rp5,7 triliun. 
Selain itu BSI juga berparti-
sipasi di dalam Pembiayaan 
Program Perumahan (KPP) 
untuk UMKM. */RHT

Pendaftar haji Melalui 
BSI meningkat setiap tahun 
dengan didukung kemuda-
han pembukaan rekening 
melalui platform BYOND by 
BSI serta berbagai campaign 
program haji yang wdilaku-
kan secara nasional.  

Peningkatan DPK men-
dorong total asset BSI per 
posisi Maret 2026 naik men-
jadi Rp460,1 triliun yang 
mengantarkan BSI naik 
peringkat ke jajaran Top 
5 Bank di Indonesia sete-
lah resmi masuk sebagai 
bank Persero pada 23 Janu-
ari 2026. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa bank 
syariah saat ini memiliki po-
sisi dan kinerja yang sejajar 
dengan bank besar.

Layanan haji adalah bagi-
an dari implementasi lisensi 
BSI sebagai bank syariah. 
Saat ini BSI juga sebagai 
satu satunya bank yang 
memperoleh lisensi emas 
yang terbukti meningkat-
kan inklusivitas, ditandai 
naiknya nasabah non-Mus-
lim menjadi 12%.

“Keunikan dual licen-
ce menghasilkan kinerja 
BSI yang sehat dan profit 
sustain. Pada Triwulan I 
2026 BSI membukukan laba 
bersih Rp2,2 triliun, tumbuh 
17,1% (YOY). Kinerja terse-
but adalah hasil dari imple-
mentasi strategi penurunan 
biaya dana,penjagaan ku-
alitas pembiayaan serta 
pertumbuhan pendapatan 
berbasis fee terutama dari 
bisnis emas.

Direktur Finance and Stra-
tegy Ade Cahyo Nugroho 
mengungkap dual licence 
mendorong pertumbuhan 
Fee Based Income (FBI) BSI 
pada Triwulan I 2026 ke 
level Rp2,09 triliun, naik 
22,98% (YOY). 

Komposisi FBI terhadap 
total pendapatan BSI naik 
menjadi 22,98% dengan bis-
nis emas sebagai kontributor 
tertinggi 33,69% dengan 
total Rp705 miliar—tum-
buh 125% (YOY), disusul 
treasury dengan komposisi 
21,67% dan E-channel sebe-
sar 17,46%. Dari bisnis emas, 

Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3RABU, 13 MEI 2026

Penggeledahan kali ini 
mengedepankan aspek si-
nergitas antar penegak hu-
kum. Dipimpin langsung 
oleh Pelaksana Harian (Plh.) 
Kepala LPKA Palu, Jemmy, 
petugas LPKA bekerja sama 
dengan jajaran Kepolisian 
Sektor (Polsek) Palu Selatan 
yang diwakili oleh Babin-
kamtibmas, Aipda Moh. 
Ridho.

Penggeledahan menyasar 
kamar-kamar hunian Anak 
Binaan untuk memastikan 
tidak ada barang terlarang 
yang masuk ke dalam ling-
kungan LPKA Palu. Ke-
hadiran pihak kepolisian 
dalam giat ini menjadi bukti 
nyata sinergi antara Direkto-
rat Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjenpas) dengan Polri 

dalam menciptakan ling-
kungan yang kondusif.

Plh. Kepala LPKA Palu, 
Jemmy, menegaskan bahwa 
kegiatan ini bukan sekadar 
rutinitas, melainkan upaya 
preventif untuk meminima-
lisir gangguan keamanan 
dan ketertiban.

"Kami tidak memberikan 
ruang sedikit pun bagi pe-
redaran handphone ilegal 
maupun narkoba di dalam 
LPKA. Penggeledahan ini 
adalah bentuk komitmen 
kami untuk memastikan 
proses pembinaan berjalan 
murni tanpa gangguan dari 
praktik-praktik ilegal," ujar 
Jemmy.

Di tempat terpisah, Kepala 
Kantor Wilayah (Kakan-
wil) Direktorat Jenderal 

SEJUMLAH anak binaan LPKA Palu saat digeledah petugas, Jumat (8/5/2026). FOTO: HUMAS 
LPKA PALU

LPKA Palu Bersama 
Polri Razia Gabungan 

Sterilkan Narkoba

SULTENG RAYA - Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu terus 
berkomitmen menjaga integritas dan keama-
nan lingkungan pembinaan. Sebagai langkah 
konkret, LPKA Palu melaksanakan penggele-
dahan insidentil dalam rangka mewujudkan 
Pemasyarakatan Bersih dari Handphone 
Ilegal, Narkoba, dan Penipuan pada Jumat 
(8/5/2026).

Pemasyarakatan Sulawesi 
Tengah, Bagus Kurniawan, 
memberikan instruksi tegas 
kepada seluruh jajaran pe-
masyarakatan khususnya di 
LPKA Palu.

"Prinsip Back to Basics 
harus dijalankan dengan 
konsisten. Saya mengapre-
siasi langkah cepat LPKA 
Palu. Tidak ada toleran-
si bagi petugas maupun 
warga binaan yang terli-
bat dalam penyalahgunaan 
handphone, narkoba, dan 
pungli (Halinar). Kita harus 
pastikan Pemasyarakatan 
benar-benar bersih demi 
marwah institusi," tegas 
Bagus Kurniawan.

Dalam penggeledahan 
yang berlangsung humanis 
namun teliti tersebut, petu-
gas tidak menemukan ada-
nya narkotika. Barang-ba-
rang yang dianggap berisi-
ko dan tidak sesuai aturan 
segera diamankan untuk 
kemudian dimusnahkan.

Dengan terlaksananya ke-
giatan ini, LPKA Palu berha-
rap dapat terus menciptakan 
ruang yang aman bagi Anak 
Binaan untuk bertransfor-
masi menjadi pribadi yang 
lebih baik sebelum kembali 
ke masyarakat.*/YAT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
bekerja sama dengan Dinas 
Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Palu, melaksanakan 
perekaman data kependu-
dukan dan pemadanan No-
mor Induk Kependudukan 
(NIK) bagi anak binaan, 
Selasa (5/5/2026). 

Program ini merupakan 
bentuk percepatan pela-
yanan administrasi guna 
mendukung pemenuhan 
hak-hak sipil anak binaan, 
serta mewujudkan tertib 
data di lingkungan pemasy-
arakatan.

Sebanyak 24 orang anak 
binaan mengikuti kegiatan 
tersebut dengan antusias. 
Rangkaian kegiatan dimulai 
dari verifikasi data awal oleh 
petugas registrasi, dilan-
jutkan dengan perekaman 
biometrik KTP elektronik 
yang meliputi pengambilan 
foto, sidik jari, serta pereka-
man iris mata. Selanjutnya, 
data yang telah direkam 
disinkronisasikan dengan 
Sistem Informasi Adminis-
trasi Kependudukan (SIAK) 
milik Disdukcapil.

SULTENG RAYA - Tur-
namen Bulutangkis Pia-
la Pangdam XXIII/Palaka 
Wira (PW) Tahun 2026 resmi 
ditutup dengan meriah dan 
penuh semangat sportivitas. 

Rangkaian kegiatan pe-
nutupan diawali dengan 
menyaksikan partai final 
dari berbagai kategori per-

tandingan yang dipertan-
dingkan, kemudian dilan-
jutkan dengan penyerahan 
hadiah kepada para peme-
nang yang berlangsung di 
GOR Central Sport, Jalan 
Munif Rahman, Kelurahan 
Silae, Kecamatan Palu Barat, 
Kota Palu, Provinsi Sulawesi 
Tengah, Rabu (6/5/2026).

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
menggelar Apel dan Ikrar 
Bersama dengan tema "Ikrar 
Pemasyarakatan Bersih dari 
Handphone Ilegal, Narkoba, 
dan Penipuan (Halinar) 
pada Kamis (7/5/2026) di 
halaman LPKA Palu.

Kegiatan krusial itu di-
laksanakan dalam rang-
ka menjaga integritas dan 
keamanan institusi. Kegi-
atan ini diikuti oleh seluruh 
jajaran pejabat struktural, 
staf, serta regu pengawasan 
dengan menghadirkan saksi 
dari unsur kepolisian guna 
memperkuat komitmen 
pemberantasan pelangga-
ran di dalam lingkungan 
pemasyarakatan.

Bertindak sebagai Pembi-
na Apel, Pelaksana Harian 
(Plh) Kepala LPKA Palu, 
Jemmy, memberikan ara-
han tegas kepada seluruh 
peserta. Ia menekankan bah-
wa ikrar yang diucapkan 
bukan sekadar seremonial, 

melainkan janji yang harus 
dipertanggungjawabkan 
dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari.

"Ikrar hari ini adalah ben-
teng pertahanan kita ter-
hadap godaan pelanggaran. 
Saya instruksikan kepada 
seluruh petugas untuk tidak 
coba-coba menjadi jembatan 
masuknya Halinar. Fokus 
kita adalah pembinaan masa 
depan anak-anak kita, dan 
itu hanya bisa dicapai jika 
lingkungan kita bersih dari 
gangguan keamanan dan 
ketertiban," tegas Jemmy.

Hadir pula dalam kegi-
atan tersebut, Bhabinkam-
tibmas Polsek Palu Selatan, 
Aipda Moh. Ridho, yang 
turut menyaksikan pemba-
caan ikrar. Dalam kutipan-
nya, ia memberikan dukun-
gan penuh terhadap langkah 
preventif yang diambil oleh 
LPKA Palu.

"Kami dari pihak kepoli-
sian, khususnya Polsek Palu 
Selatan, siap mendukung 
penuh LPKA Palu dalam 

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, saat berpose bersama para peme-
nang Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam XXIII/Palaka Wira 
(PW) Tahun 2026, Rabu (6/5/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Turnamen Bulutangkis Piala Pangdam 
XXIII/PW 2026 Resmi Ditutup

Adapun para juara perta-
ma dalam turnamen ini, yak-
ni kategori Ganda Dewasa 
Putra C diraih Andy dan 
Ikbal dari Klub PB Scarlet, 
Ganda Dewasa Putra diraih 
Bais Maulana Khazem dan 
Artaldo Marcelino dari Klub 
PB Central, Ganda Remaja 
Putra diraih Muh. Zaki dan 
Renaldi Amir Baso dari 
Klub PB Scarlet/PB Seha-
ti, Tunggal Remaja Putra 
diraih Muh. Zaki dari Klub 

PB Scarlet, Tunggal Pemula 
Putra diraih Gusti Manik 
Artha dari Klub PB Central, 
Tunggal Anak-Anak Putra 
diraih Muh. Raditya Nau-
fal dari Klub PB Central, 
Tunggal Pemula Putri diraih 
Patricia Aurella O dari Klub 
PB Central Palaka Wira, ser-
ta Tunggal Anak-Anak Putri 
diraih Akifa Nallah Mappa 
dari Klub PB Central.

Acara kemudian diakhiri 
dengan penyerahan medali, 

piagam penghargaan, dan 
uang pembinaan kepada 
para juara oleh Kasdam 
XXIII/Palaka Wira bers-
ama para Pejabat Utama 
Kodam XXIII/Palaka Wira, 
Ketua Umum PBSI Sulawesi 
Tengah Ir. Gufran Ahmad, 
serta Ketua Harian KONI 
Sulawesi Tengah Moh. Ifan 
Taufa sebagai bentuk apre-
siasi atas semangat, spor-
tivitas, dan prestasi para 
peserta selama turnamen 
berlangsung.

Seluruh rangkaian kegi-
atan penutupan Turnamen 
Bulutangkis Piala Pangdam 
XXIII/Palaka Wira Tahun 
2026 berjalan dengan aman, 
tertib, dan lancar. Para pe-
serta pun menyampaikan 
ucapan terima kasih kepa-
da Pangdam XXIII/Palaka 
Wira atas terselenggaranya 
turnamen tersebut serta 
berharap kegiatan serupa 
dapat terus dilaksanakan 
sebagai wadah pembinaan 
dan pengembangan presta-
si olahraga bulutangkis di 
Sulawesi Tengah. Turnamen 
Piala Pangdam XXIII/PW 
ini tidak hanya menjadi 
ajang kompetisi olahraga, 
tetapi juga menjadi sarana 
mempererat kemanungga-
lan TNI dengan rakyat se-
kaligus mendukung upaya 
pencarian dan pembinaan 
bibit-bibit atlet bulutangkis 
potensial di Provinsi Sula-
wesi Tengah.*/YAT

JAJARAN LPKA Kelas II Palu saat menggelar Apel dan Ikrar Bersama dengan tema "Ikrar Pemasy-
arakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan (Halinar) pada Kamis (7/5/2026) di 
halaman LPKA Palu. FOTO: HUMAS LPKA PALU

Apel Ikrar Bersama, Strategi 
LPKA Palu Sapu Bersih Halinar

menjaga stabilitas keama-
nan. Sinergi ini penting agar 
deteksi dini terhadap pe-
redaran narkoba maupun 
penipuan dapat berjalan 
efektif. Kami mengapresi-
asi langkah terbuka LPKA 
Palu dalam mewujudkan 
lingkungan yang aman bagi 
semua," ujar Moh. Ridho.

Secara terpisah, Kepala 

ANAK binaan LPKA Palu saat menjalani perekaman data kepen-
dudukan dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Se-
lasa (5/5/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Gandeng Disdukcapil, 
Percepat Perekaman NIK Anak Binaan

Kasubsi Registrasi, Rob-
by, menyambut baik kegi-
atan ini. Ia mengatakan pe-
menuhan hak identitas bagi 
anak binaan menjadi lang-
kah penting yang berdam-
pak positif terhadap proses 
pembinaan yang di LPKA 

Palu. “Kami bersyukur 
karena hak identitas anak 
binaan dapat terpenuhi. 
Ini akan sangat membantu 
dalam proses pembinaan 
dan reintegrasi selanjutnya, 
dan kami siap memfasilitasi 
data yang diperlukan,” ujar 

Robby.
Kepala Seksi Disdukcapil 

Palu, Tasrif, pun turut men-
jelaskan bahwa program 
ini merupakan komitmen 
Pemerintah Kota Palu dalam 
memberikan layanan ad-
ministrasi kependudukan 
di lingkungan pemasyara-
katan.

“Kami melakukan veri-
fikasi NIK, kemudian pe-
rekaman biometrik bagi 
yang belum memiliki KTP. 
Setelah itu diproses hingga 
publikasi KTP. Selain itu 
juga dilakukan pemadanan 
data untuk memastikan 
keakuratan identitas,” ujar 
Tasrif. 

Pelaksanaan kegiatan ber-
jalan dengan lancar dan 
tertib. Upaya ini juga men-
jadi langkah strategis dalam 
memberikan perlindungan 
hak dasar bagi anak binaan, 
khususnya dalam aspek 
identitas hukum.

Dengan adanya kegiatan 
ini, diharapkan seluruh anak 
binaan di LPKA Kelas II Palu 
dapat memiliki identitas 
kependudukan yang sah se-
hingga memudahkan akses 
terhadap berbagai layanan 
publik ke depannya.*/YAT

Kantor Wilayah (Kakanwil) 
Direktorat Jenderal Pemasy-
arakatan Sulawesi Tengah, 
Bagus Kurniawan, memberi-
kan apresiasi dan penguatan 
terhadap pelaksanaan ke-
giatan ini. Ia menegaskan 
bahwa disiplin adalah kunci 
utama transformasi pemasy-
arakatan. "Saya sangat men-
gapresiasi gerak cepat LPKA 
Palu dalam menggaungkan 
perang terhadap Halinar. Ini 
adalah implementasi nyata 
dari perintah pimpinan un-
tuk mewujudkan pemasy-
arakatan yang maju. Tidak 
ada tempat bagi petugas 
yang bermain-main dengan 
narkoba atau membiarkan 
praktik penipuan terjadi. 
Mari kita jaga marwah in-
stitusi dengan kinerja yang 
bersih," kata Bagus Kur-
niawan. Dengan dilaksana-
kannya kegiatan ini, LPKA 
Kelas II Palu berharap dapat 
menjadi role model dalam 
penegakan disiplin dan 
menciptakan suasana pem-
binaan yang sehat, aman, 
dan bebas dari segala bentuk 
penyimpangan.*/YAT
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PB Djarum untuk rencana 
membuka kerja sama dalam 
pembentukan mitra PB Djar-
um di Sulawesi Tengah.

Sementara dalam prosesi 
pelantikan, Fadil Imran 
menegaskan bahwa pelan-
tikan ini bukan sekadar 
agenda seremonial organi-
sasi, melainkan momentum 
memperkuat konsolidasi 
dan reformasi pembinaan 
bulutangkis nasional sete-
lah evaluasi hasil Thomas 
dan Uber Cup 2026.

Menurutnya, prestasi bu-
lutangkis Indonesia tidak 
bisa hanya bertumpu pada 
pelatnas, namun harus di-
mulai dari daerah melalui 
sistem pembinaan yang 
kuat dan berjenjang.

“Evaluasi yang kami la-
kukan hari ini harus men-
jadi momentum perbaikan 
menyeluruh. PBSI harus 
memperkuat fondasi pem-
binaan dari hulu, karena 
masa depan bulutangkis 
Indonesia dimulai dari 
daerah. Pengprov bukan 
sekadar struktur organisasi, 
tetapi merupakan garda 
terdepan dalam menjaring, 
membina, dan menyiapkan 
talenta terbaik bangsa,” ujar 
Fadil Imran.

Ia menekankan, keberha-
silan Indonesia memperta-

hankan posisi sebagai salah 
satu kekuatan utama bulu-
tangkis dunia sangat diten-
tukan kualitas pembinaan 
di tingkat daerah. Karena 
itu, Pengprov diminta aktif 
membangun kompetisi, 
memperkuat klub, mening-
katkan kualitas pelatih, dan 
memperluas pencarian bibit 
atlet potensial.

“Ke depan kita tidak bo-
leh hanya berorientasi pada 
hasil jangka pendek. Kita 
harus membangun eko-
sistem prestasi yang kuat, 
terukur, dan berkelanjutan. 
Pengprov harus menjadi 
bagian penting dari talent 
pipeline nasional menuju 
Asian Games, Kejuaraan 
Dunia hingga Olimpiade 
2028,” tegasnya.

Fadil juga meminta se-
l u r u h  p e n g u r u s  P B S I 
daerah menjaga soliditas 
organisasi dan mengede-
pankan profesionalisme 
dalam menjalankan pro-
gram kerja.

“Di  us ia  PBSI  ke-75 
tahun, kita harus semakin 
dewasa sebagai organisasi. 
Kita harus berani mengeva-
luasi, berani berbenah, dan 
memperkuat seluruh mata 
rantai pembinaan nasional. 
Semangat persatuan dan 
profesionalisme harus men-

jadi kekuatan bersama agar 
bulutangkis tetap menjadi 
kebanggaan bangsa Indo-
nesia,” katanya.

Sementara itu,  Ketua 
Umum Pengprov PBSI Sula-
wesi Tengah, Ir Gufran Ah-
mad menyampaikan rasa 
syukur dan terima kasih 
atas kepercayaan yang di-
berikan PP PBSI kepada 
kepengurusan baru PBSI 
Sulteng.

Menurutnya, amanah ter-
sebut akan dijawab dengan 
kerja nyata untuk mem-
bangun pembinaan bulu-
tangkis di Sulawesi Tengah 
secara lebih terstruktur dan 
berkelanjutan.

“Kami menyadari tantan-
gan ke depan tidak ringan. 
Karena itu, PBSI Sulteng 
akan fokus memperkuat 
pembinaan usia dini, me-
ningkatkan kualitas kom-
petisi daerah, serta mempe-
rerat sinergi dengan klub-
klub bulutangkis di seluruh 
kabupaten dan kota,” ujar 
Gufran Ahmad.

Ia menambahkan, PBSI 
Sulteng juga berkomitmen 
melahirkan atlet-atlet po-
tensial yang mampu ber-
saing di tingkat nasional 
maupun internasional.

“Kami ingin Sulawesi 
Tengah tidak hanya men-

jadi peserta dalam setiap 
kejuaraan nasional, tetapi 
mampu melahirkan atlet 
yang bisa mengharumkan 
nama daerah dan Indone-
sia. Untuk itu dibutuhkan 
kerja sama semua pihak, 
termasuk pemerintah dae-
rah, KONI, klub, pelatih 
dan masyarakat pecinta 
bulutangkis,” katanya.

Gufran berharap pelanti-
kan tersebut menjadi awal 
kebangkitan bulutangkis 
Sulawesi Tengah menuju 
prestasi yang lebih baik di 
masa mendatang.

Rangkaian acara pelanti-
kan diawali dengan menya-
nyikan lagu Indonesia Raya, 
Mars PBSI dan Mars Patriot 
Olahraga, dilanjutkan pem-
bacaan Surat Keputusan, 
pengucapan janji pengurus, 
penandatanganan berita 
acara, hingga penyerahan 
bendera PBSI kepada Ketua 
Pengprov sebagai simbol 
amanah organisasi.

Usai pelantikan, kegiatan 
dilanjutkan dengan pembe-
rian ucapan selamat dan sesi 
foto bersama. Pada kesem-
patan yang sama, PP PBSI 
bersama seluruh Pengprov 
turut memperingati Hari 
Ulang Tahun PBSI ke-75 me-
lalui pemotongan tumpeng 
dan doa bersama. WAN

Rapat itu turut dihadiri 
langsung Wakil Ketua I 
DPRD Sulteng, Arnila H 
Moh Ali, yang sejak awal 
aktif mengawal proses pen-
yusunan regulasi strategis 
tersebut.

Hadir dalam rapat terse-
but anggota Komisi III, Ab-
dul Rahman dan  Marthen 
Tibe, serta   Tenaga Ahli 
komisi III.

Sejumlah poin penting 
hasil komparasi di Kali-
mantan Timur kembali 
“dibedah”, mulai dari pen-
gaturan penggunaan jalan 
umum oleh kendaraan 
tambang dan perkebunan, 
pembatasan tonase, perl-
indungan jalan provinsi, 

hingga dorongan pemban-
gunan jalan khusus bagi 
perusahaan.

Komisi III menilai, ke-
beradaan Perda ini sangat 
mendesak mengingat ting-
ginya aktivitas angkutan 
tambang dan perkebunan 
yang selama ini dinilai ber-
potensi mempercepat ke-
rusakan jalan umum serta 
mengganggu keselamatan 
masyarakat.

“Raperda ini bukan se-
kadar aturan administratif, 
tetapi bentuk keberpiha-
kan terhadap keselamatan 
masyarakat dan perlindun-
gan aset daerah,” ungkap 
salah seorang peserta rapat.

Dalam pembahasan ter-

sebut, DPRD juga menyoro-
ti pentingnya keterlibatan 
masyarakat, sinkronisasi 
kewenangan pemerintah 
daerah, hingga penegasan 
sanksi bagi perusahaan 
yang melanggar aturan 
penggunaan jalan.

Langkah cepat Komi-
si III DPRD Sulteng ini 
mendapat perhatian karena 
dilakukan secara maraton, 
bahkan di akhir pekan. 
Kondisi itu menunjukkan 
keseriusan DPRD dalam 
menghadirkan regulasi 
yang diharapkan mampu 
menjadi solusi atas polemik 
kendaraan bertonase besar 
yang selama ini kerap me-
nuai keluhan publik. WAN

keberlanjutan, mengutama-
kan efisiensi sumber daya 
dan meminimalisir dampak 
dari setiap proses produksi. 

PT IMIP sebagai pen-
gelola kawasan industri 
mineral terintegrasi dan 
berfasilitas lengkap dari 
hulu ke hilir, mendorong 
penerapan transisi energi 
menggunakan teknologi 
hijau, dilakukan melalui 
pengembangan Pembang-
kit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS). Kali ini, salah satu 
tenant di kawasan IMIP, 
PT Sumber Energi Surya 
Morowali (Sesmo) bakal 
membangun PLTS dengan 
kapasitas 200 MWp.

Deputi Direktur Opera-
sional PT IMIP, Yulius 
Susanto mengatakan, PLTS 
menghasilkan listrik dari 
energi  matahari  tanpa 
pembakaran bahan bakar 
fosil saat operasional ber-
langsung. Emisi karbon 
operasionalnya sangat ren-
dah dibanding pembang-
kit batu bara atau diesel. 
Di sisi lain, inisiatif ini 
menjadi respon terhadap 
arah kebijakan pemerintah 
dalam memacu pemanfaat-

an energi terbarukan dan 
pengurangan emisi karbon. 

“Pembangunan PLTS 
di PT Sesmo dengan luas 
lahan 224 ha, berkapa-
sitas 200 MWp dan pen-
yimpanan baterai 80 Mw, 
untuk mendukung tekno-
logi energi bersih menuju 
industri yang berkelan-
jutan,” kata Yulius Susan-
to, Senin (11/5/2026).

PLTS berfungsi seba-
gai sumber energi tamba-
han yang secara bertahap 
membantu mengurangi 
ketergantungan pada pem-
bangkit listrik berbasis 
batu bara. Listrik yang di-
hasilkan PLTS ini terutama 
digunakan untuk kebu-
tuhan operasional pabrik 
dan perkantoran PT Sesmo. 
Skema pemakaian man-
diri dengan penyaluran 
surplus memungkinkan 
pemanfaatan energi surya 
berjalan lebih optimal se-
kaligus membantu mensta-
bilkan sistem kelistrikan di 
kawasan IMIP. 

Selain itu, pemanfaatan 
energi surya ini diper-
kirakan mampu menekan 
konsumsi hingga puluhan 

ribu ton batu bara setiap 
tahun, juga mengurangi 
emisi nitrogen oksida dan 
sulfur dioksida. Inisiatif ini 
mendukung peningkatan 
kinerja lingkungan, sosi-
al, dan tata kelola (ESG) 
perusahaan, sebagai sa-
lah satu indikator penting 
daya saing industri di ting-
kat global. 

Ke depan, pengemban-
gan PLTS di kawasan IMIP 
diharapkan dapat terus 
ditingkatkan seiring ber-
tambahnya kapasitas dan 
kemajuan teknologi pen-
yimpanan energi. Dengan 
porsi energi terbarukan 
yang semakin besar, struk-
tur ini diharapkan berangs-
ur beralih menuju sistem 
yang lebih rendah karbon. 

Untuk diketahui, sebe-
lumnya juga di kawasan 
IMIP sudah ada beberapa 
tenant yang menerapkan 
teknologi hijau, antara lain 
PLTS kanal Fatufia dengan 
kapasitas Fatufia kurang 
lebih 1,27 MegaWatt peak 
(MWp), dengan spesifikasi 
output memiliki tegangan 
4 phase 300 Kilowatt dan 
jumlah panel 2.190 unit. 

Kedua, PLTS Atap PT DSI 
memiliki kapasitas terpas-
ang mencapai 65,89 MWp. 

Sebanyak 119.800 panel 
surya silikon monokris-
tal in berdaya ef is iensi 
tinggi dipasang pada area 
atap seluas sekitar 396.700 
meter persegi. Ketiga, PT 
QMB New Energy Materi-
als sedang merencanakan 
membangun PLTS dengan 
kapasitas 6 MWp.

Selain itu, di kawasan 
IMIP dikembangkan juga 
PLTU Co-Generation, anta-
ra lain dikelola oleh PT DSI 
dengan kapasitas 65 MWp 
dan PT HYNC dengan ka-
pasitas 50 MWp.

“PLTS bukan sekadar 
pembangkit listrik alter-
natif ,  tetapi instrumen 
strategis transisi energi 
modern.  Bagi industri , 
PLTS penting bukan ha-
nya karena “hijau”, tetapi 
karena energi bersih mulai 
menjadi syarat ekonomi 
masa depan. Perusahaan 
yang lambat beradaptasi 
berisiko tertinggal dalam 
efisiensi, investasi, dan 
akses pasar internasional,” 
tegas Yulius Susanto.*WAN

hukum dalam pelaksanaan 
proyek pembangunan ge-
dung layanan perpustakaan 
tersebut.

Tim kuasa hukum yang 
terdiri dari Dr. Adv. Osgar 
Sahim Matompo, Dr. Adv. 
Muliadi, Adv. Abdul Ma-
nan, dan Adv. Mohamad 
Didi Permana, bertindak 
mewakili penyedia jasa Rid-
wan Latjinala, ST dan Okta-
vianus Wiro.

Dalam somasi dijelaskan, 
klien mereka mengerjakan 
proyek pembangunan Ge-
dung Layanan Perpusta-
kaan berdasarkan kontrak 
Nomor 027/003/SP/PP-JK/
PERPUSTAKAAN/V/2025 
tertanggal 16 Mei 2025. 
Namun di tengah pelaksa-
naan hingga pasca pekerjaan 
rampung, muncul persoalan 
yang kemudian berujung 
pada langkah hukum beru-
pa somasi kepada pemerin-
tah daerah.

Informasi yang dihimpun 
menyebutkan, proyek ter-
sebut dikerjakan oleh CV 
Arawan dengan nilai kontrak 

mencapai Rp8,7 miliar lebih. 
Pekerjaan disebut telah sele-
sai dilaksanakan, namun ma-
sih terdapat sisa pembayaran 
yang belum diselesaikan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupa-
ten Parigi Moutong kepada 
pihak perusahaan.

Kepala Bagian Hukum 
dan Perundang-undangan 
Sekretariat Daerah Parigi 
Moutong, Moko Ariyan-
to, SH, membenarkan ada-
nya somasi tersebut. Me-
ski demikian, ia mengaku 
belum dapat memberikan 
tanggapan resmi karena 
belum mempelajari secara 
menyeluruh isi surat yang 
dilayangkan kuasa hukum 
penyedia jasa.

“Saya baru kemarin di-
kasih tahu Pak Kadis, tapi 
saya belum baca semua-
nya,” ujar Moko saat dihu-
bungi via telepon, Selasa 
(12/5/2026).

Ia mengatakan, somasi itu 
memang ditujukan kepada 
sejumlah pihak di lingkun-
gan Pemda Parigi Moutong, 
termasuk Bupati, PPK, Ke-

pala Dinas Perpustakaan, 
dan Inspektorat.

“Informasinya memang 
ke Bupati, PPK, Kadis, dan 
Inspektorat,” katanya.

Moko mengaku baru 
mengetahui adanya somasi 
tersebut pada Senin sore 
ketika berada di DPRD Pa-
rigi Moutong. Karena be-
lum membaca keseluruhan 
substansi surat, ia memilih 
belum memberikan penje-
lasan lebih jauh terkait lang-
kah hukum maupun sikap 
pemerintah daerah.

“Saya belum bisa kasih 
tanggapan karena memang 
belum baca secara kese-
luruhan,” jelasnya.

Menurutnya, surat somasi 
diterima langsung oleh Ke-
pala Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan, sementara dirinya 
hanya memperoleh informa-
si lanjutan dari dinas terkait.

“Secara langsung itu ke 
Kadis Perpustakaan. Saya 
dapat informasi juga dari 
beliau,” tambahnya.

Di tengah mencuatnya 
persoalan tersebut, Bupati 

Parigi Moutong dikabarkan 
sedang berada di luar daer-
ah sehingga belum membe-
rikan arahan resmi kepada 
jajaran pemerintah daerah 
terkait tindak lanjut yang 
akan diambil.

“Pak Bupati masih di luar 
kota, jadi kami juga belum 
dapat petunjuk,” ujarnya.

Pemda Parigi Moutong, 
lanjut Moko, akan melaku-
kan koordinasi internal ber-
sama Dinas Perpustakaan 
setelah ada instruksi lebih 
lanjut dari pimpinan daerah.

“Kalau sudah ada perin-
tah, tentu kami akan tindak 
lanjuti dan koordinasi den-
gan Dinas Perpustakaan,” 
pungkasnya.

Sementara itu, media ini 
juga berupaya mengonfir-
masi salah seorang kua-
sa hukum penyedia jasa. 
Namun pihak bersangkutan 
belum bersedia menjelaskan 
secara rinci isi somasi ter-
sebut dengan alasan masih 
akan berkomunikasi terlebih 
dahulu dengan ketua tim 
kuasa hukum. AJI

 “Jadi penggunaan Goog-
le for Education dapat men-
jadi salah satu langkah 
strategis pemerintah dae-
rah dalam mempercepat 
transformasi digital se-
kolah,” kata Ansyar saat 
dihubungi awak media di 
Banawa, Selasa.

  Ia mengemukakan saat 
ini sudah dilaksanakan 
pemetaan awal kompetensi 
digital sesuai standar goog-
le di Kabupaten Donggala.

  “ A d a  p e m e t a a n 
dari Google, nantinya yang 
memenuhi kriteria akan 
menerapkan terlebih dahu-
lu sistem pembelajaran 
digital tersebut,” ucapnya.

  Ia menuturkan peng-
gunaan Google for Educa-
tion  ke depan akan fokus 
dalam peningkatan kapa-
sitas sumber daya manusia 
terutama guru dan tenaga 
kependidikan.

  “Harapannya terdapat 
sistem pembelajaran yang 
lebih kreatif dan inovatif 
di sekolah-sekolah terma-
suk adanya pendampingan 
kepada guru-guru untuk 
mengoptimalkan pembe-
lajaran berbasis digital,” 
sebutnya.

  Menurut dia, terdapat 
tiga sekolah sedang mene-
rapkan digitalisasi pembela-
jaran berbasis artificial intel-

ligence (AI) atau kecerdasan 
buatan yakni Sekolah Dasar 
Negeri 4 Banawa, Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 
2 Banawa Selatan, dan SMP 
Negeri 1 Rio Pakava.

 “Untuk program sekolah 
model implementasi kecer-
dasan buatan ini bertujuan 
mempercepat transformasi 
pembelajaran digital bagi 
peserta didik di Kabupaten 
Donggala,” kata dia.

  Berdasarkan data Dis-
dikpora Donggala, jumlah 
sekolah di daerah itu se-
banyak 503 sekolah terdiri 
dari 376 Sekolah Dasar (SD) 
dan 127 Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). ANT

Sementara itu, Wakil 
Ketua II Baznas Provinsi 
Sulawesi Tengah, Drs. H. 
Hasan Lasiata, MM, dalam 
laporannya menyampaikan 
bahwa awalnya terdapat 
105 pasangan yang diajukan 
untuk mengikuti Isbat Ni-
kah, namun setelah proses 
verifikasi hanya 62 pasangan 
yang dinyatakan memenuhi 
syarat.

Menurutnya, kegiatan 
tersebut dilaksanakan un-
tuk membantu masyarakat 
yang selama ini telah meni-
kah namun belum memiliki 
akta nikah resmi sehingga 
mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan pelayanan 
dan bantuan negara.

“Dengan pelaksanaan ke-
giatan ini, para peserta nan-
tinya sudah tercatat secara 

resmi dalam buku nikah 
dan memperoleh pengakuan 
hukum,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bah-
wa Dinas Dukcapil Provinsi 
Sulawesi Tengah dan Kota 
Palu turut menyediakan 
layanan pembuatan KTP 
dan kartu keluarga baru bagi 
peserta yang telah menye-
lesaikan proses isbat nikah. 
Adapun pelaksanaan khi-

tanan massal digelar di Aula 
Kantor Energi dan Sumber 
Daya Mineral Provinsi Su-
lawesi Tengah.

Turut hadir dalam kegi-
atan tersebut Ketua Baznas 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Hatamuddin Tamrin, jajaran 
Pengadilan Tinggi Agama 
Kota Palu, serta para peserta 
isbat nikah yang berasal dari 
Kota Palu. WAN

SULTENG RAYA - Ketua Umum 
PSSI Erick Thohir  mengaku sudah 
bicara ke FIFA  agar tuan rumah 
Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke 
Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Erick 
saat bertemu dengan Gianni Infantino 
dalam Kongres FIFA 2026 di Vancou-
ver, Kanada, 30 April lalu. Untuk itu 
Erick meminta FFI bersiap.

“Kemarin di Vancouver selama 
Kongres FIFA, kami bicara ‘Boleh eng-
gak Indonesia diberi kesempatan?’ 
Tapi jangan sampai ketika sudah 
diberikan Piala Dunia, organisasinya 
kacau.” 

“Kemarin sudah disampaikan, 
nanti tentu FIFA yang memutus-
kan,” kata Erick dalam jumpa 
pers setelah pembukaan 
Kongres FFI 2026 di Jakarta 
Pusat, Selasa (12/5) siang.

Ketua Federasi Futsal 
Indonesia (FFI), Michael 
Victor Sianipar menye-
but salah satu ambisi 
futsal saat ini 
a d a l a h 
menjadi 

tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. 
FFI bahagia PSSI mendukung hasrat 
tersebut.

“Tadi Pak Erick sudah menyampai-
kan harapan bisa bidding untuk Piala 
Dunia. Tentu ini impian kita bersama 
untuk yang terdekat di Piala Dunia 
Futsal 2028,” ujar Michael. 

Per Januari 2026, Michael menyebut 
FFI sudah resmi menyampaikan surat 
ketertarikan jadi tuan rumah Piala Du-
nia Futsal 2028. Namun FIFA belum 
mengumumkan daftar kandidatnya.

“Prosesnya tentu masih panjang 
karena keputusan ada di FIFA. Mung-
kin dari Pak Erick kebetulan baru dari 
Vancouver, jadi ada kongres di sana 

FIFA, jadi harapan kami bisa 
mempersiapkan itu.”

“Kalaupun mung-
kin tidak Piala Dunia 
kali ini, tapi ya beri-
kut-berikutnya. Jadi 
kami berharap sudah 
pernah tuan rumah 
Piala Asia, berikutnya 
bisa mengincar Piala 

Dunia juga,” kata Mi-
chael. CNN

Ketua Umum PSSI Erick Thohir
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Penandatanganan ker-
ja sama tersebut menjadi 
langkah strategis dalam 
pengembangan investasi 
energi hijau di Kota Palu 
melalui pembangunan Bat-
tery Energy Storage System 
(BESS) dan Terminal LNG di 
kawasan KEK Palu.

Nilai investasi yang digel-
ontorkan oleh Aslan Energy 
Capital PTE LTD mencapai 

1,73 miliar USD atau setara 
sekitar Rp30 triliun. 

Investasi besar tersebut 
direncanakan akan dikem-
bangkan secara bertahap 
dengan penggunaan lahan 
seluas 40 hektar di kawasan 
KEK Palu.

Sekretaris Jenderal Dewan 
Nasional KEK, Rizal Edwin 
Manansang menyampaikan 
bahwa investasi tersebut di-

SULTENG RAYA- Wali 
Kota Palu diwakili Kepala 
Dinas Pertanian dan Keta-
hanan Pangan Kota Palu, 
Lukman,  menghadiri Pen-
gukuhan Dewan Pengurus 
Daerah Perhimpunan Pen-
yuluh Pertanian Indonesia 
(Perhiptani) Kota Palu masa 
bakti 2025–2030, pada Selasa 
(12/05/2026).

Kegiatan yang berlangs-
ung di Aula Taipa Beach 
tersebut mengangkat tema 
“Perhiptani Unggul Menuju 
Swasembada Pangan Indo-
nesia”.

Dalam kesempatan itu, 
Ketua DPW Perhiptani Pro-
vinsi Sulawesi Tengah, Nel-
son Wetubun, secara resmi 
melantik jajaran pengurus 
DPD Perhiptani Kota Palu 
yang diketuai oleh Nanang.

Membacakan sambutan 
tertulis Wali Kota Palu, Ka-
dis Lukman menyampaikan 
ucapan selamat kepada se-
luruh pengurus yang baru 
saja dikukuhkan.

“Atas nama pribadi dan 
Pemerintah Kota Palu, saya 
mengucapkan selamat kepa-
da seluruh pengurus yang 
hari ini resmi dikukuhkan. 

Semoga amanah yang di-
berikan dapat dijalankan 
dengan penuh tanggung ja-
wab, dedikasi, dan semangat 
pengabdian untuk kemajuan 
sektor pertanian di Kota 
Palu,” ujar Kadis Lukman.

Dalam sambutannya, wali 
kota melalui Kadis mene-
gaskan bahwa penyuluh 
pertanian memiliki posisi 
yang sangat strategis dalam 
pembangunan daerah, khu-
susnya dalam mewujudkan 
ketahanan pangan dan pe-
ningkatan kesejahteraan 
petani.

Menurut Kadis, penyuluh 
pertanian bukan hanya se-
bagai penyampai informasi 
dan teknologi pertanian, 
tetapi juga sebagai pendam-
ping, motivator, sekaligus 
penggerak perubahan di 
tengah masyarakat tani.

Di tengah berbagai tantan-
gan pembangunan saat ini, 
mulai dari perubahan iklim, 
keterbatasan lahan, fl uktu-
asi harga pangan, hingga 
perkembangan teknologi 
pertanian yang begitu ce-
pat, kehadiran penyuluh 
pertanian dinilai semakin 
penting.

PENGUKUHAN Perhiptani Kota Palu di Taipa Beach, Selasa 
(12/05/2026). FOTO:PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Perhiptani Palu Dikukuhkan
Karena itu, Kadis berha-

rap Perhiptani mampu men-
jadi organisasi profesi yang 
solid, adaptif, dan profesi-
onal dalam meningkatkan 
kapasitas para penyuluh 
pertanian di Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu, 
lanjut Kadis, memberikan 
perhatian besar terhadap 
pembangunan sektor per-
tanian sebagai salah satu 
penopang ekonomi masy-
arakat. 

Meskipun Kota Palu ber-
kembang sebagai kawasan 
perkotaan, sektor pertanian 
tetap memiliki peran pen-
ting dalam menjaga stabi-
litas pangan, mendukung 
ekonomi keluarga, dan me-
ningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Oleh sebab itu, wali kota 
melalui Kadis berharap 
pengurus Perhiptani yang 
baru dapat membangun 
sinergi yang baik dengan 
pemerintah daerah, kelom-
pok tani, akademisi, serta 
seluruh pemangku kepen-
tingan lainnya. “Mari ber-
sama-sama menghadirkan 
inovasi dan solusi nyata 
untuk meningkatkan pro-
duktivitas pertanian, mem-
perkuat ketahanan pangan, 
dan mendorong pertanian 
yang modern, maju, dan 
berkelanjutan,” lanjut Kadis.

Selain itu, Kadis juga men-
gajak seluruh penyuluh 
pertanian untuk terus me-
ningkatkan kompetensi, 
memperkuat integritas, dan 
menjaga semangat pelay-
anan kepada masyarakat.

“Jadilah penyuluh yang 
hadir di tengah petani, me-
mahami kebutuhan mere-
ka, serta mampu menjadi 
jembatan antara kebijakan 
pemerintah dengan kondisi 
nyata di lapangan,” pesan 
Kadis.

Kadis meyakini, dengan 
semangat kebersamaan 
dan kolaborasi yang kuat, 
Perhiptani Kota Palu akan 
mampu memberikan kont-
ribusi besar dalam mendu-
kung pembangunan perta-
nian serta mewujudkan Kota 
Palu yang semakin maju dan 
sejahtera. ABS

MoU antara pihak KEK Palu bersama perusahaan energi hijau asal Singapura, Aslan Energy Capital PTE LTD dalam pengembangan 
BESS, pada Senin (11/05/2026) di Jakarta. FOTO: IST

Pabrik BESS Segera 
Dibangun di KEK Palu

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu,  Hadi-
anto Rasyid, menghadiri sekaligus menyak-
sikan penandatanganan nota kesepahaman 
(MoU) antara pihak Kawasan Ekonomi Khu-
sus (KEK) Palu bersama perusahaan energi 
hijau asal Singapura, Aslan Energy Capital 
PTE LTD, pada Senin (11/05/2026) di Jakar-
ta.

proyeksikan mampu mem-
buka sekitar 1.300 lapangan 
pekerjaan baru bagi masy-
arakat.

Sementara itu, Direktur 
KEK Palu, Sony Panukma 
Widianto menjelaskan bah-
wa selain menyerap 1.300 te-
naga kerja secara langsung, 
proyek tersebut juga diper-
kirakan akan memberikan 
dampak ekonomi yang lebih 
luas melalui penciptaan 
sekitar 3.000 peluang kerja 
tidak langsung dari rantai 
pasok yang akan dibangun.

“Ini menjadi peluang 
besar bagi pertumbuhan 
ekonomi daerah sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui efek 
berganda dari investasi yang 
masuk,” ungkap Sony.

Di  kesempatan yang 
sama, CEO Aslan Energy 

Capital, Muthu Chezhian 
mengungkapkan bahwa 
pihaknya telah mempelajari 
potensi Kota Palu selama 
hampir dua tahun terakhir.

Menurutnya, Palu memili-
ki posisi yang sangat strate-
gis karena berada pada jalur 
akses perdagangan interna-
sional serta memiliki potensi 
besar untuk pengembangan 
industri energi hijau di masa 
mendatang.

Wali Kota Palu menyam-
but baik kerja sama tersebut 
dan berharap investasi yang 
masuk dapat menjadi mo-
mentum percepatan pem-
bangunan ekonomi daerah, 
membuka lapangan kerja, 
serta memperkuat posisi 
KEK Palu sebagai kawasan 
industri dan perdagangan 
yang kompetitif di kawasan 
timur Indonesia. ABS

Sebagai bentuk peng-
hargaan, Rektor Rajindra 
menyerahkan bonus kepada 
Dekan FISIP Unismuh Palu, 
Dr. Muhamad Dasril, pada 
Rabu (6/5/2026). 

Penyerahan tersebut turut 
disaksikan oleh jajaran pim-
pinan universitas dan fa-
kultas serta Sekretaris PW 

Muhammadiyah Sulawesi 
Tengah, Mulkus Kisman, 
SAg. M.Ag.

Rektor menyebut, pem-
berian bonus tidak hanya 
sebagai bentuk apresiasi, 
tetapi juga dorongan moral 
bagi program studi lain agar 
terus meningkatkan kualitas 
dan mampu meraih akredi-

REKTOR Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM menyer-
ahkan bonus kepada Dekan FISIP Unismuh Palu, Dr. Muhamad 
Dasril, pada Rabu (6/5/2026). FOTO: KIRIMAN

Akreditasi Unggul, Rektor Unismuh 
Beri Bonus Dekan FISIP

SULTENG RAYA – Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM memberikan 
apresiasi terhadap capaian akreditasi Unggul 
yang diraih oleh Program Studi (Prodi) Ilmu 
Administrasi Negara di Universitas Muham-
madiyah Palu.

tasi Unggul.
Menurutnya, Prodi ilmu 

Administrasi Negara men-
jadi program studi ketiga 
di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Palu yang 
berhasil meraih akreditasi 
tertinggi, setelah sebelum-
nya dicapai oleh Prodi Pen-
didikan Agama Islam dan 
Program Studi Magister 
Kesehatan Masyarakat.

Sementara itu, Dekan 
FISIP Unismuh Palu, Dr. 
Muhamad Dasril, S.Sos., 
M.Si menyampaikan rasa 
syukur dan terima kasih atas 
dukungan penuh dari pim-
pinan universitas, dosen, 
tenaga kependidikan, serta 

seluruh mahasiswa.
Ia menegaskan, capaian 

akreditasi Unggul merupa-
kan hasil kerja kolektif yang 
dibangun melalui komitmen 
peningkatan mutu akade-
mik, penguatan tata kelola 
program studi, serta kon-
sistensi dalam menjalankan 
standar pendidikan tinggi.

“Ini bukan capaian indi-
vidu, melainkan hasil kerja 
bersama seluruh civitas aka-
demika. 

Kami berkomitmen untuk 
menjaga dan meningkat-
kan kualitas ini agar tetap 
unggul dan berdaya saing,” 
ujarnya.

Lebih lanjut, Dasril men-

ambahkan bahwa pihaknya 
akan terus melakukan ino-
vasi dalam pengembangan 
kurikulum, peningkatan 
kualitas penelitian dan pen-
gabdian kepada masyarakat, 
serta memperkuat jejaring 
kerja sama dengan berbagai 
pihak.

Dengan capaian ini, FISIP 
Unismuh Palu diharapkan 
dapat menjadi salah satu 
rujukan pendidikan ilmu 
administrasi negara di ka-
wasan Sulawesi Tengah, se-
kaligus berkontribusi dalam 
mencetak sumber daya ma-
nusia yang profesional, ber-
integritas, dan berdaya saing 
tinggi. ENG


